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ABSTRACT 
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Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are critical to the Indonesian 

economy's growth. Micro-enterprises, on the other hand, have a challenge in the form 

of a lack of available business capital. Microbusiness actors who are Muslim desire 

simple access to money for sharia-compliant firms that are not subject to usury. Sharia 

Microfinance Institutions (LKMS) provide musyarakah funding as part of the solution 

for micro-enterprises. This is no longer an impediment to microbusiness actors 

succeeding in their endeavors. The goal of this research is to develop a model for 

Musyarakah financing in microbusinesses. The sample for this study is micro 

companies that receive musyarakah funding from (LKMS) notably Baitut Tamwil 

Muhammadiyah (BTM) in Pemalang city, with up to 7 resource persons for micro 

business players. For the data obtained, this study used qualitative analysis and in- 

person or over-the-phone in-depth methodologies. The findings of this study serve as 

a paradigm for how musharaka contract financing might help micro-entrepreneurs 

succeed. According to the findings of this study, there is a close brotherhood between 

the two parties, and they are close to Allah SWT, and there are also supporting variables 

for the success of micro-enterprises, such as coaching, which can be done at any time. 

BTM, as well as the consumers' efforts and prayers to Allah SWT. 

Keywords : SMEs, Capital Business, Musharaka financing. 
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Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah sangat penting bagi perekonomian 

negara Indonesia. Namun terdapat hambatan dari usaha micro adalah tidak tersedianya 

modal usaha. Pelaku usaha mikro mayoritas beragama islam menginginkan adanya 

kemudahan akses pembiayaan atau modal usaha bagi usahanya berbasis syariah bebas 

riba. Penyediaan pembiayaan musyarakah oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah 

(LKMS) menjadi bagian dari solusi bagi pelaku usaha mikro. Hal tersebut tidak lagi 

menjadi hambatan bagi pelaku usaha mikro untuk mensukseskan usahanya. Penelitian 

ini bertujuan untuk menemukan model bagaimana cara pembiayaan musyarakah dapat 

mensukseskan usaha mikro. Sampel penelitian ini adalah usaha mikro yang 

mendapatkan pembiayaan musyarakah dari (LKMS) yaitu Baitut Tamwil 

Muhammadiyah (BTM) di kota Pemalang sebanyak 7 orang narasumber pelaku usaha 

mikro, dan ditentukan secara purpose. Studi ini menggunakan analisis kualitatif dan 

menggunakan teknik wawancara mendalam secara langsung atau melalui telepon 

untuk data yang dikumpulkan. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu model 

bagaimana pembiayaan akad musyarakah bisa membawa sukses para pengusaha 

mikro. Temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa dari 7 usaha mikro dengan 

menggunakan akad musyarakah yang dikelola sukses, dengan bertambahnya asset, 

terjalin persaudaraan yang erat dua pihak, dan dekat kepada Allah SWT, serta terdapat 

faktor pendukung untuk mensukseskan usaha mikro yaitu pembinaan yang dilakukan 

setiap saat dari BTM, dan kerja keras nasabah serta doa kepada Allah SWT. 

 
 

Kata Kunci : UMKM, Modal Usaha, Pembiayaan Syariah, Musyarakah 
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Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semakin 

berkembang dari tahun ke tahun dan menjadi solusi yang tepat untuk kemajuan 

perekonomian Indonesia. Negara Indonesia memiliki masyarakat mayoritas beragama 

islam dan pelaku usaha mikro yang beragama Islam menginginkan pembiayaan modal 

bisnis berbasis syariah bebas riba. 

Dalam islam tidak mengenal dengan bunga atau riba, karena pembiayaan islam 

mempunyai produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil Bank Syariah memiliki 

produk pembiayaan dengan menggunakan system bagi hasil, dianggap sangat cocok 

dalam membantu UMKM dalam hal permodalan (Amah, 2013). 

Pembiayaan bisnis berbasis syariah bebas riba Salah satunya adalah 

pembiayaan bisnis dengan akad musyarakah. Musyarakah adalah akad kerja sama 

antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan 

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Al Arif, 2012). 

Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro 

yaitu dengan bertambahnya modal usaha melalui pembiayaan musyarakah yang 

diajukan nasabah, mampu untuk mengembangkan usahanya. Artinya dengan besar 

kecilnya usaha seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang 

dipergunakan (Syafrudin and Mariana, 2017). Maka rumusan masalah yang dalam 

penelitian ini adalah bagaimana pembiayaan akad musyarakah bisa membawa sukses 

para pengusaha mikro. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro di Pemalang. Sampel 

yang digunakan sebanyak 7 narasumber, dengan metode snowball dalam pengambilan 

sampel. Data diperoleh dari proses wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan 

metode penelitian kualitatif. 

Berdasarkan hasil wawancara, dan analisis maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa bahwa pembiayaan akad musyarakah dapat mensukseskan usaha mikro karena 

terdapat beberapa faktor utama yaitu sharing modal, dengan aturan sesuai syariah di 

dalamnya terdapat kesepakatan bersama, kejujuran nasabah, dan kepercayaan BTM. 

Selain faktor utama, terdapat faktor pendukung untuk mensukseskan usaha mikro yaitu 

pembinaan setiap saat dari BTM, dan kerja keras nasabah serta selalu berdoa kepada 

Allah SWT. 
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PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, 

terdapat unit usaha sejumlah 1.271.529 unit, dengan persentase 2,02 % di tahun 2017 

– 2018 (Depkop, 2018). Dengan jumlah unit usaha tersebut dan mungkin akan semakin 

bertambah, maka dikembangkannya UMKM bagi pelaku usaha mikro menjadi sangat 

penting dan menjadi solusi yang tepat untuk kemajuan perekonomian Indonesia. Pada 

Bab I pasal 1 UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah 

suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

 

Dukungan adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah bentuk 

nyata ekonomi kerakyatan guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan 

masyarakat, sehingga hasil produksi baik pasar lokal juga luar daerah, dan dukungan 

pemanfaatan teknologi informasi, pemasaran produk tidak lagi dibatasi tempat dan 

waktu. Memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan di Indonesia, Usaha mikro 

tentu juga memiliki banyak kelemahan, salah satunya adalah masalah modal usaha. 

Terdapat kelemahan dimiliki antara lain seperti ; kualitas sumber daya manusia, badan 

hukum dari UKM, pinjaman modal, dan kurangnya pengetahuan-pengetahuan dan 
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pengalaman dalam menghadapi hambatan dilapangan (Jatmika and Suryakancana, 

2017) 

 

Masyarakat di Indonesia mayoritas beragama islam dengan 87,2 %, dengan 

jumlah 1.450.467 muslim yang ada di kota Pemalang (BPS, 2019) maka pelaku usaha 

mikro yang beragama islam lebih menginginkan adanya akses pembiayaan yang 

berbasis syariah islam bebas riba. Adanya riba dalam pembiayaan usaha sangat 

diharamkam oleh Allah SWT, terdapat pada surah Al – Baqarah ayat 275 yang 

berbunyi “… Allah telah menghalalkan adanya jual beli (bisnis) dan mengharamkan 

adanya riba”. Dalam islam tidak mengenal dengan bunga atau riba, karena pembiayaan 

islam mempunyai produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil, Bank Syariah 

memiliki produk pembiayaan dengan menggunakan system bagi hasil, dianggap sangat 

cocok dalam membantu UMKM dalam hal permodalan (Amah, 2013). 

 

Modal usaha adalah mutlak diperlukan dalam melakukan kegiatan usaha. 

Modal adalah faktor usaha yang harus tersedia sebelum melakukan kegiatan. Besar 

kecilnya modal akan mempengaruhi terhadap perkembangan usaha mikro dalam 

pencapaian pendapatan (Purwanti, 2012). Untuk membantu pelaku usaha menemukan 

jalan keluar dalam permasalahan pengadaan modal usaha, terdapat produk pembiayaan 

islam bebas riba yaitu pembiayaan musyarakah. Musyarakah adalah akad kerja sama 

antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan 

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Al Arif, 2012). 
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Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro 

yaitu dengan bertambahnya modal usaha melalui pembiayaan musyarakah yang 

diajukan nasabah, mampu untuk mengembangkan usahanya. Artinya dengan besar 

kecilnya usaha seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang 

dipergunakan (Syafrudin and Mariana, 2017). Menggunakan pembiayaan musyarakah, 

maka keuntungan yang dihasilkan oleh usaha dibagikan dengan ketentuan perjanjian 

sebelumnya, sedangkan kerugian dibagi secara proporsional dengan bagian dari modal 

masing- masing mitra. 

 

Pada akad musyarakah memiliki keunggulan yaitu kedua pihak mitra 

mencampurkan dananya bersama untuk mencari keuntungan besama, membiayai 

proyek dimana mitra mengembalikan dana mereka dan bagi hasil yang disepakati 

bersama, modal dalam bentuk kas atau setara kas atau asset non kas, sesama mitra 

meminta untuk meyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja, 

apabila mendapatkan keuntungan, maka pembagian sesuai dengan proporsional modal 

masing – masing mitra atau sesuai nisbah yang disepakati, dan apabila terjadinya 

kerugian maka kerugian diterima sesuai dengan modal yang disetor. Point Penting 

keunggulan dari pembiayaan musyarakah ada di dimensi kebersamaan dan keadilan, 

baik dari keuntungan, maupun risiko kerugian (Al Arif, 2012). 

 

Pembiayaan dengan akad musyarakah dilakukan pada koperasi terutama Baitul 

Tamwil Muhammadiyah (BTM) terutama BTM Pemalang yang dengan menyediakan 

modal atau dana untuk pelaku bisnis terutama masyarakat kota Pemalang, sehingga 



 

 

 

 

 

 

 

meningkatkan minat masyarakat terutama pelaku bisnis UMKM untuk 

mengembangkan usaha dengan menggunakan produk pembiayaan akad musyarakah. 

Hal ini mendorong untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana 

pembiayaan musyarakah bisa membawa sukses para pengusaha mikro atau UMKM. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Pelaku usaha mikro menginginkan adanya kemudahan dalam akses 

pembiayaan dalam usahanya yang sesuai ketentuan syariah islam bebas riba. BTM 

Pemalang membantu menyediakan pembiayaan yang sesuai yaitu pembiayaan dengan 

akad musyarakah. Lalu bagaimana pembiayaan musyarakah yang ada di BTM 

Pemalang bisa membawa kesuksesan bagi para usaha mikro dan faktor – faktor apa 

yang mendukung kesuksesan bisnis bagi penerima pembiayaan musyarakah ? 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembiayaan musyarakah dapat mensukseskan 

bisnis bagi pelaku usaha mikro terutama yang ada di kota Pemalang, dan untuk mencari 

faktor – faktor yang mendukung kesuksesan bagi penerima pembiayaan musyarakah. 

1.4 Manfaat Penelitian 
 

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan 

akademisi tentang mewujudkan kesuksesan usaha bagi pelaku usaha mikro dengan 

menggunakan pembiayaan musyarakah berbasis syariah islam bebas riba dan faktor- 

faktor yang mendukung kesuksesan bagi penerima pembiayaan musyarakah. 



 

 

 

 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Usaha Mikro 

 

Pengertian UMKM dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 

tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam Bab 1 

(ketentuan umum) pasal 1 bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU 

tersebut. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan, atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang 

memenuhi kriteria Usaha Kecil dalam UU tersebut. 

Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang – perorangan atau badan usaha merupakan anak 

perusahaan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 

Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha menengah 

yang dimaksudkan dalam UU tersebut (OJK, 2008). 

Pertumbuhan dan ketahanan UMKM terhadap badai dan ketahanan UMKM 

terhadap krisis moneter yang pernah melanda dunia termasuk Indonesia yang telah 
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membuktikan bahwa sektor ini salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus 

memperoleh kesempaatan, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas luasnya. 

Ini merupakan kebijakan tegas bagi kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa 

mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Sektor ini berperan besar dalam menyerap tenaga kerja Indonesia yang 

notabene masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Akibatnya sebagian besar 

penduduk Indonesia hanya mampu bekerja di level bawah yang tidak memerlukan 

keahlian khusus, seperti di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dll, serta menjadi 

buruh dan usaha sektor jasa yang merupakan bidang UMKM selama ini. 

Sektor koperasi dan UMKM tetap menjadi kontribusi terbesar sebesar 101,72 

juta orang dalam penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha. Apabila 

permasalahan UMKM ini dapat terselesaikan dengan baik, maka sekitar 86,64% 

masalah angkatan kerja Indonesia terselesaikan. Di kawasan ini, sektor UMKM 

mampu memperkerjakan sekitar 60% angkatan kerja, dan hanya 10% bergerak sebagai 

pelaku Usaha Besar (Komarudin Ade, 2014). 

Adapun alasan-alasan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat bertahan 

dan cenderung meningkat jumlahnya pada masa kritis yaitu karena; (1) Sebagian besar 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa 

dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah. (2) Sebagian besar 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempergunakan modal sendiri dan tidak 

mendapat modal dari bank yang memiliki tingkat suku bunga tinggi. (3) dengan adanya 
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krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak 

memberhentikan pekerjanya. Sehingga para penganggur tersebut memasuki sektor 

informal dengan melakukan kegiatan usaha yang berskala kecil, akibatnya jumlah 

Usaha Kecil Menengah (UMKM) meningkat (Pratomo, Titik Sartika dan Abd. 

Ranchman Soejodono, 2002). 

 

Menurut (Zain et al., 2006), strategi arah pengembangan UMKM yang harus 

diupayakan dapat diklasifikasi dari aspek manajerial, modal, pengembangan program 

kemitraan dengan Usaha Besar, pengembangan sentra industry kecil, dan pembinaan 

untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat Kelompok Usaha Bersama (KUB). Dan 

(Zain et al., 2006) juga menetapkan 6 karakte penting yang dimiliki usaha kecil, antara 

lain : (1) Sangat tergantung pada pemilik perusahaan selaku manajer, (2) Perusahaan 

mudah didirikan, (3) Beroperasi dengan modal yang dikumpulkan sendiri oleh 

pemiliknya, (4) Struktur manajemen sederhana, (5) Penuh inovasi, (6) Mudah 

dipengaruhi lingkungan. 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang memiliki 

pemilik sekaligus pengelola yang sama, modal disediakan oleh seorang pemilik atau 

sekelompok kecil pemilik modal. Sasaran pasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) umumnya lokal, meskipun ada yang mengekspor produknya ke luar negeri 

dan memiliki jumlah karyawan, total asset, dan sarana prasarana yang sedikit. Usaha 

Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) terdiri dari berbagai jenis usaha, seperti 

perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa (Wuwungan, 2015). 
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Keunggulan – keunggulan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) 

dibandingkan dengan Usaha Besar yaitu : (1) Inovasi dalam teknologi yang telah 

dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk. (2) Berbasis pada sumber daya 

lokal sehingga dapat memanfaatkan potensi secara maksimal dan memperkuat 

kemandirian. (3) Kemampuan menciptakan lapangan kerja cukup banyak atau 

penyerapan tenaga kerja. (4) Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap 

kondisi pasar dengan skala besar yang pada umumnya birokratis. (5) Terdapat 

dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan. (6) Dimiliki dan dilaksanakan oleh 

masyarakat lokal sehingga mampu mengembangkan sumber daya manusia. (7) 

Tersebar dalam jumlah yang banyak sehingga merupakan alat pemerataan 

pembangunan yang efektif (Azrin, 2004). 

Peran UMKM dalam penyerapan tenaga kerja sangatlah besar, karena dapat 

dilihat dari perkembangan UMKM yang terus menerus mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan, hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga 

kerja (Hafni and Rozali, 2017). Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) di Indonesia, terdapat unit usaha sejumlah 1.271.529 unit dengan persentase 

2,02 % di tahun 2017 – 2018 (Depkop, 2018). 

Peran penting Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya pada 

perekonomian Indonesia saja melainkan seluruh dunia. Tercatat jumlah usaha Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di negara maju rata – rata mencapai 90 % dari 



 

 

 

 

 

 

 

total seluruh unit usaha,, dan menyerap 0,67 tenaga kerja dari jumlah pengangguran 

yang ada (Baas and Schrooten, 2011). 

 

Memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan di Indonesia, yang 

merupakan kelebihan tentu juga banyak juga kelemahan UKM yang dimiliki antara 

lain seperti ; kualitas sumber daya manusia, badan hukum dari UKM, pinjaman modal, 

dan kurangnya pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi 

hambatan dilapangan (Jatmika and Suryakancana, 2017). 

 

Dengan adanya kelemahan UMKM dalam pinjaman modal yang kiranya sulit 

didapat dalam internal maupun eksternal, maka mengharuskan adanya modal Usaha 

Mikro untuk membentuk suatu bisnis atau usaha. 

 

2.2 Modal Usaha Mikro 
 

Menurut (Suman, 2007) mengatakan bahwa terdapat beberapa solusi untuk 

memotong lingkaran setan kemiskinan di Indonesia, yaitu: (1) menggali potensi 

kekayaan alam; (2) meningkatkan produktivitas kerja; (3) menggiatkan masyarakat 

untuk menabung; dan (4) memberikan pinjaman untuk modal usaha. Solusi dengan 

memberikan pinjaman untuk modal usaha adalah tepat, apalagi untuk masyarakat yang 

tidak memiliki cukup modal untuk membangun sebuah usaha. 

Dalam menjalankan sebuah usaha, salah satu faktor pendukung yang 

dibutuhkan adalah modal, jika kita ibaratkan memulai usaha dengan membangun 

sebuah rumah, maka adanya modal menjadi bagian pondasi dari rumah yang akan 
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dibangun. Semakin kuat pondasi yang dibuat, maka semakin kokoh pula rumah yang 

dibangun. Begitu juga pengaruh modal terhadap sebuah bisnis, keberadaannya menjadi 

pondasi awal bisnis yang akan dibangun. Beberapa modal yang dibutuhkan dalam 

menjalankan bisnis, antara lain tekad, pengalaman, keberanian, pengetahuan, net 

working, serta modal uang, namun kebanyakan orang terhambat memulai usaha karena 

mereka sulit untuk mendapatkan modal uang. 

Salah satu faktor untuk mendirikan usaha adalah modal, modal merupakan 

faktor pendukung yang sangat dibutuhkan. Beberapa modal yang dibutuhkan dalam 

menjalankan bisnis antara lain tekad, pengalaman, keberanian, pengetahuan, serta 

modal uang, namun kebanyakan orang terhambat melalui usaha mereka sulit untuk 

mendapatkan modal uang. Modal usaha adalah mutlak diperlukan dalam melakukan 

kegiatan usaha. Modal adalah faktor usaha yang harus tersedia sebelum melakukan 

kegiatan. Besar kecilnya modal akan mempengaruhi terhadap perkembangan usaha 

mikro dalam pencapaian pendapatan (Purwanti, 2012). 

Secara keseluruhan modal usaha terbagi menjadi 3 bagian yaitu : 

 
1. Modal investasi adalah jenis modal usaha yang harus dikeluarkan yang biasanya 

dipakai dalam jangka panjang. Modal usaha untuk investasi nilainya cukup besar 

karena dipakai untuk jangka panjang, namun modal investasi akan menyusut dari 

tahun ke tahun, bahkan bisa dari bulan ke bulan. 
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2. Modal kerja yaitu modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membuat atau 

membeli barang dagangan. Modal kerja ini dapat dikeuarkan tiap bulan atau pada 

waktu-waktu tertentu. 

3. Modal operasional adalah modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membayar 

biaya operasi bulanan misalnya pembayaran gaji pegawai, listrik dan sebagainya. 

Berikut adalah sumber pembiayaan bagi UMKM menurut Undang - Undang 

No. 20 Tahun 2008 Pasal 21 dapat berasal dari : (1) Pemerintah dan Pemerintahan 

Daerah menyediakan pembiayaan bagi UMK. (2) Badan Usaha Milik Negara 

menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan 

kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah, dan 

pembiayaan lainnya. (3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan 

pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, 

penjaminan, hibah, dan pemberian lainnya. (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan 

Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan 

mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat. (5) Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan 

persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif 

lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia 

usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (OJK, 2008). 

Menurut (Safitri and Khasan Setiaji, 2018), menyebutkan bahwa modal usaha 

berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro dan kecil sebesar 8,94% dan 



 

 

 

 

 

 

 

karakteristik wirausaha berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro dan kecil 

sebesar 14,21%. Sedangkan secara simultan, modal usaha dan karakteristik wirausaha 

berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro dan kecil sebebsar 25,8%. 

(Hafid, 2014) mengatakan bahwa pinjaman modal berpengaruh positif 

signifikan terhadap peningkatan kinerja UMKM dengan bukti indikator antara lain 

meningkatnya volume produksi, penjualan, terkendalinya biaya, dan perolehan 

keuntungan yang cukup memadai. Dan modal kerja pinjaman bank berpengaruh positif 

signifikan terhadap potensi usaha UMKM dengan dibuktikan indicator seperti 

penguasaan pasar, inovasi produk dan pelayanan konsumen, dan terciptanya hubungan 

kerja yang saling menguntungkan antara UMKM dengan usaha besar. 

Dengan pinjaman modal bisa meningkatkan volume produksi, penjualan, 

terkendalinya biaya dan perolehan keuntungan yang cukup memadai. Maka para 

pelaku bisnis memilih untuk meminjam modal pada faktor eksternal yaitu pada Bank 

atau Lembaga Keuangan lainnya dengan produk pembiayaan islam. 

2.3 Pembiayaan Islam 

 

Masyarakat di Indonesia mayoritas beragama islam dengan 87,2 %, %, dengan 

jumlah 35.660.773 muslim di Jawa Tengah dan 1.450.467 muslim yang ada di kota 

Pemalang (BPS, 2019), maka pelaku usaha mikro yang beragama islam menginginkan 

adanya akses pembiayaan yang berbasis syariah islam bebas riba. 
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Adanya riba dalam pembiayaan usaha sangat diharamkam oleh Allah SWT, 

terdapat pada surah Al – Baqarah ayat 275 yang berbunyi “… Allah telah menghalalkan 

adanya jual beli (bisnis) dan mengharamkan adanya riba”. 

 

(Tho’in, 2016) menjelaskan bahwa praktik riba banyak dilakukan dalam 

kegiatan jual beli maupun pinjam-meminjam. Bukan hanya Islam yang mengharamkan 

riba tetapi agama-agama lain pun juga sepakat mengharamkan riba mengingat dampak 

yang ditimbulkan sangat merugikan orang lain. Menurutnya juga berpendapat bahwa 

ancaman terhadap perilaku riba seperti diibaratkan orang yang mabuk yang tidak bisa 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaiton lantaran (penyakit 

gila), akan dimasukan kedalam api neraka dan kekal selamanya, serta akan diperangi 

oleh Allah dan Rosul-Nya, menjadikannya atau dikategorikan sebagai orang kafir, dan 

yang terakhir akan mendapatkan laknat dari Rosulullah SAW. Dan menambahkan 

bahwa hikmah dari pelarangan riba diantaranya menjadikan manusia suka saling tolong 

menolong, menutup pintu pada tindakan memutus hubungan silaturrahmi sesama 

manusia, memuliakan kerja, serta tidak merugikan orang-orang yang sedang 

mengalami kesusahan. 

 

Berbeda dengan perbankan konvensional dalam perbankan syariah tidak ada 

bunga, melainkan bagi hasil atau dikenal juga sebagai profit sharing yang artinya 

pembagian laba. Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki 

keunggulan dibanding bunga. Keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan 

akidah Islam, tetapi secara ekonomi juga memliki keunggulan. Dalam mekanisme 
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keuangan syariah model bagi hasil berhubungan dengan usaha pengumpulan dana 

(funding) maupun penyaluran dana/pembiayaan (financing) (Ridwan, 2011). 

 

Istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I Trust, ‘saya percaya’ atau 

‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), 

berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul maal menaruh kepercayaan kepada 

seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan 

dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan 

saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam 

surat An-Nisa: 29 dan surat Al- Maidah:1 (Rivai, Veithzal, 2008). 

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 

15/DSNMUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan 

syariah bahwa pembagian hasil usaha diantara pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha 

kerja boleh didasarkan prinsip antara lain : 

1. Bagi Untung (profit sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan 

setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, dan boleh pula didasarkan pada prinsip. 

2. Bagi Hasil (revenue sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan 

pengelolaan dana dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan 

(DSNMUI, 2000). 

 

Dalam Al-quran surah Al-Maidah ayat 1 memiliki arti “Hai orang-orang yang 

beriman, patuhilah aqad-aqad itu..”. suatu pelaksanaan akad antara kedua belah pihak 
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harus didasarkan pada asas sukarela (ikhtiyari), menepati janji (amanah), kehati-hatian 

(ikhtiyati), tidak berubah (luzum), saling menuntungkan, kesetaraan (taswiyah), 

transparansi, kemampuan, kemudahan (taisir), I’tikad baik dan sebab yang halal. Akad 

Syariah pada dasarnya juga menganut dasar kebebasan berkontrak, sama halnya 

dengan kontrak pada hukum positif. Namun pada kontrak syariah ada batasan bahwa 

akad yang dilakukan tidak boleh melanggar syariat islam, peraturan perundang- 

undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. 

Secara etimologi, akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara 

nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Secara 

khusus ulama fiqih mendefinisikan akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab- 

qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya (Rahmat Syafe’i, 

2001). 

 

Adapun rukun akad meliputi: aqid, ma‟qud alaih dan sighat. Aqid adalah orang 
 

yang melakukan akad, baik dari segi bank maupun nasabah. Ma‟qud alaih adalah 

sesuatu yang diakadkan. Dan sighat yaitu ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan dari orang 

yang menyerahkan barang sedangkan qabul adalah ucapan dari orang yang menerima 

barang. 

 

Dalam dunia perbankan, akad dimaknai sebagai suatu perjanjian tertulis yang 

memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dan pihak lain yang 

berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan prinsip syariah (Irma 

Devita P. dan Suswinarno, 2011). 
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Akad-akad perbankan syariah dapat digolongkan menjadi akad tijarah (akad 

komersial) dan akad tabarru‟ (akad kebajikan). Akad tijarah merupakan akad niaga 

yang mana dibolehkan mengambil keuntungan dari transaksi yang ada. Adapun yang 

tergolong dalam akad ini yaitu: jual beli, bagi hasil dan sewa. Dalam produk perbankan 

yang termasuk dalam akad jual beli adalah murobahah, istishna‟ dan salam. Yang 

termasuk dalam akad bagi hasil adalah mudarabah dan musyarakah. Yang termasuk 

dalam akad sewa adalah ijarah dan ijarah muntahia bittamlik. 

Bank-bank Islam tumbuh dengan cepat dalam keuangan global. Selain itu, bank 

syariah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meminimalkan risiko 

gelembung ekonomi. Oleh karena itu, (Imam and Kpodar, 2016) menyarankan untuk 

mengembangkan keuangan syariah terutama untuk negara yang memiliki tingkat 

pertumbuhan rendah. 

 

(Kammer et al., 2015) menjelaskan bahwa keuangan Islam memiliki setidaknya 

tiga kontribusi, yaitu antara lain : (1) Keuangan Islam dapat mempromosikan lebih luas 

inklusi keuangan. (2) Keuangan Islam dapat mendukung bisnis untuk usaha kecil dan 

menengah (UKM) dan, (3) Keuangan Islam telah lebih sedikit risiko sistemik 

dibandingkan rekan-rekan. 

 

Studi kasus pada negara Yordania dengan periode waktu 1980 – 2012 bahwa 

pembiayaan di bank Syariah memiliki kausalitas bi-directional dengan pertumbuhan 



17 
 

 

 

 

 

 

 

ekonomi. Berarti bahwa pembiayaan di Bank Yordania memiliki kontribusi positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi (AL-Oqool, Okab and Bashayreh, 2014). 

 

Koperasi konvensional dalam pandangan Islam adalah batil, karena menyalahi 

ketentuan dan hukum-hukum syirkah dalam Islam. Maka koperasi konvensional harus 

dikonversi menjadi koperasi syariah yang sesuai dengan aturan Islam, yakni merubah 

akad syirkahnya (akad kerjasama) menjadi akad syirkah secara syar’i dengan 

menjalankan salah satu dari jenis syirkah yang ada (Marlina and Pratama, 2017). 

 

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa 

pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang 

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil 

(BPHN, 1998). 

 

Kemudian dijelaskan lagi pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah pasal 1 poin ke 25 bahwa : (a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah 

dan musyarakah. (b) Transaksi sewa - menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli 

dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik. (c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang 

murabahah, salam, dan istishna’. (d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk 

piutang qardh. (e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multijasa (BI, 2008). 



 

 

 

 

 

 

 

Pembiayaan islam terdapat banyak produk pembiayaan sebagai variasi yang 

diambil untuk masyarakat yang ingin menggunakan produknya dalam membantu 

usahanya, diantaranya salah satunya terdapat produk pembiayaan dengan akad 

musyarakah. Model bagi hasil hanya berlaku untuk akad penyertaan usaha atau 

kerjasama usaha. Akad ini dapat diterapkan dalam 4 (empat) produk yakni, 

mudharabah, musyarakah, muzara’ah, dan musaqoh. Namun dalam prakteknya yang 

sering diterapkan baru pada mudharabah dan musyarakah baik itu funding maupun 

financing (Ridwan, 2011). 

2.4 Pembiayaan Musyarakah 

 

Musyarakah berasal dari kata syirkah, yang artinya pencampuran atau interaksi. 

Sedangkan secara terminologi, syirkah adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak 

atau untuk beroperasi. IAI dalam PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad 

kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi 

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan keuntungan 

dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana 

(Yahya, Rizal, dkk, 2009). 

Menurut Afzalur Rahman, seorang Deputy Secretary General in The Muslim 

School Trust, secara bahasa al-syirkah berarti alikhtilath (pencampuran) atau 

persekutuan dua orang atau lebih. Istilah lain dari musyarakah adalah sharikah atau 

syirkah atau kemitraan (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2013). 
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Fatwa DSN No. 08/DSN- MUI/IV/2000 mengatur mengenai pembiayaan 

musyarakah dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut: 

a. Ijab kabul yang dinyatakan oleh para pihak harus memperhatikan hal-hal berikut: 
 

1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak 

(akad); 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak; dan 3) Akad 

dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara- 

cara komunikasi modern. 

b. Subjek hukum, Para pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan 

hal-hal berikut ini: 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan 

perwakilan. 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap 

mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. 3) Setiap mitra memberi wewenang 

kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah 

diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memerhatikan 

kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. 4) 

Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri. 

c. Objek akad pada musyarakah terdiri dari modal, kerja, keuntungan, dan kerugian. 

 

Masing-masing ditentukan hal-hal berikut ini. 

 

1. Modal; (a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang 

nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang- 

barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih 

dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. (b) Para pihak tidak 
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boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal 

musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. (c) Pada 

prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk 

menghindari terjadinya penyimpangan, maka Bank (LKS) diperkenankan 

meminta jaminan dari nasabah/mitra kerja. 

2. Kerja; (a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan 

musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. 

Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan 

dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. (b) 

Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan 

wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus 

dijelaskan dalam kontrak. 

3. Keuntungan; (a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk 

menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau 

ketika penghentian musyarakah. (b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan 

secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang 

ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. (c) Seorang mitra boleh 

mengusulkan, bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau 

presentasi itu diberikan kepadanya. (d) Sistem pembagian keuntungan harus 

tertuang dengan jelas dalam akad. 
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4. Kerugian; Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional 

menurut saham masing-masing dalam modal. 

d. Biaya operasional dan persengketaan: 
 

1. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama; dan 
 

2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 

Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah (Wirdyaningsih, dkk, 2005). 

Selain rukun musyarakah, terdapat juga syarat-syarat musyarakah yaitu: 

 
1. Ucapan: tidak ada bentuk khusus dari kontrak musyarakah, ia dapat berbentuk 

pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan 

secara verbal atau ditulis. Kontrak musyarakah dicatat dan disaksikan. 

2. Pihak yang berkontrak: disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam 

memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. 

3. Objek kontrak (dana dan kerja), dana atau modal yang diberikan harus uang tunai, 

emas, perak, atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini. Beberapa 

ulama memberi kemungkinan pula bila modal berwujud aset perdagangan, seperti 

barang-barang, properti, perlengkapan, dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak 

yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Bila itu ditakutkan, 

menurut kalangan ulama, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara 

tunai dan disepakati oleh mitranya (Nawawi, Ismail, 2012). 
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Pembagian syirkah yang disampaikan oleh Zuhaily tersebut senada dengan 

syirkah yang diungkapkan oleh Firdaus at al., bahwa para ulama membagi syirkah ke 

dalam bentuk-bentuk dijelaskan di bawah ini. 

a. Perserikatan dalam pemilikan (syirkah al- amlak), yaitu dua orang atau lebih yang 

memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh akad syirkah. 

Musyarakah dalam kategori ini ada dua bagian, yaitu: 

1. Syirkah ikhtiar adalah perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang 

yang berserikat, seperti dua orang yang bersepakat membeli suatu atau mereka 

menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain. Mereka menerima 

pemberian hibah, wakaf ataupun wasiat tersebut dan menjadi milik mereka 

secara berserikat. 

2. Syirkah jabar adalah sesuatu yang disepakati dua orang atau lebih tanpa 

kehendak. Artinya, perserikatan itu terjadi secara paksa, bukan atas keinginan 

orang yang berserikat. Contoh, menerima warisan dari orang yang meninggal. 

b. Syirkah al-‘uqud adalah akad yang disepakati dua orang atau lebih untuk 

mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Akad tersebut tercipta 

karena kesepakatan dua orang atau lebih yang setuju bahwa tiap orang dari mereka 

memberikan modal musyarakah. Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan 

kerugian. Syirkah al- ‘uqud dapat dibagi menjadi: syirkah al- ‘inan, syirkah 

mufawadhah, syirkah a’mal, dan syirkah wujuh (Nawawi, Ismail, 2012). 



23 
 

 

 

 

 

 

 

Landasan hukum musyarakah terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 12 

yang memiliki arti “Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”. Kebanyakan 

orang yang bekerjasama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka 

yang beriman dan melakukan amalan yang sholeh karena merekalah yang tidak mau 

mendholimi orang lain. Tetapi alangkah sedikitnya jumlah orang-orang seperti itu 

(TM. Hasbi Ash Shidieqi, 2000). 

Musyarakah memiliki karakteristik, yaitu sebagai berikut: (1) Kerjasama 

diantara pemilik dana yang mencampurkan dana mereka untuk tujuan mencari 

keuntungan. (2) Untuk membiayai suatu proyek tertentu, dimana mitra dapat 

mengembalikan dana tersebut berikut bagi hasil yang disepakati baik secara bertahap 

maupun sekaligus. (3) Dapat diberikan dalam bentuk kas atau setara kas dan aset non 

kas termasuk aset tidak berwujud, seperti lisensi, hak paten dan sebagainya. (4) Setiap 

mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya namun mitra yang satu dapat meminta 

mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang 

disengaja. (5) Keuntungan musyarakah dapat dibagi diantara mitra searah proporsional 

sesuai modal yang disetor atau sesuai nisbah yang disepakati. (6) Kerugian dibebankan 

secara proporsional sesuai dengan modal yang disetor. 

Konsep dan penerapan Pembiayaan Musyarakah ; (1) bank dan nasabah 

masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan 

dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu; (2) nasabah 

bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam 



 

 

 

 

 

 

 

pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti 

melakukan review, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh 

nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; (3) 

pembagian hasil usaha dari pegelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbh yang 

disepakati; (4) nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka 

waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak (Wasilah dan Sri Nurhayati, 

2015). 

 

Faktor – faktor yang didapat pelaku usaha mikro dari penerimaan pembiayaan 

musyarakat untuk mengsukseskan usahanya atau bisnisnya, diantara lain seperti, (1) 

Tetap dijalan Allah dalam membentuk usaha atau bisnis dengan menggunakan 

pembiayaan islam terutama pembiayaan musyarakah yang terhindar dari adanya riba, 

(2) dengan adanya produk pembiayaan tersebut sangat membantu pelaku usaha mikro 

untuk memajukan usaha dengan adanya kemudahkan modal sesuai keinginan. 

 

2.5 Dampak Pembiayaan Musyarakah dapat Mensukseskan Usaha Mikro 
 

Dalam penelitian milik (Ong, Stefani Yunika Wijaya, 2017), mengatakan 

bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung UMKM kuliner di Pasar 

Semawis dalam mengakses pembiayaan mikro. Faktor tersebut antara lain adalah 

syarat-syarat pinjaman, jangka waktu penulasan, pelayanan, dan prosedur peminjaman. 

Keempat faktor tersebut menjadi faktor utama yang dapat mendukung akses terhadap 

pembiayaan mikro para pelaku UMKM kuliner di Pasar Semawis. Dengan syarat dan 

prosedur dalam mengajukan pinjaman mikro tergolong mudah, asalkan memiliki ijin 
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usaha yang jelas, maka sudah dapat mengajukan pinjaman di lembaga keuangan mikro. 

Pinjaman mikro biasanya tidak mensyaratkan agunan. Ijin usaha menjadi pengganti 

agunan, sehingga sangat memudahkan. 

Di kota Semarang ijin usaha UMKM atau disebut IUMK ini dilayani secara 

gratis oleh Pemerintah kota Semarang. sehingga realisasi pembiayaan mikro menjadi 

lebih mudah. Yang kedua, dari segi pelayanan, responden merasa pelayanan yang 

diberikan karyawan lembaga pembiayaan mikro baik dan ramah, dapat membantu 

proses tata cara yang disyaratkan oleh pihak bank sehingga berjalan dengan lancar. 

Beberapa bank yang menawarkan pembiayaan mikro bahkan bersedia mendatangi 

UMKM secara langsung, sehingga UMKM tidak perlu meninggalkan usahanya untuk 

mengurus pinjaman. Jangka waktu pelunasan yang diberikan untuk menulasi pinjaman 

yang diinginkan oleh UMKM adalah jangka waktu sekitar 2 – 5 tahun sehingga cicilan 

pinjaman per bulan tidak terlalu memberatkan. 

(Ong, Stefani Yunika Wijaya, 2017) juga menambahkan bahwa manfaat positif 

paling besar yang dirasakan para pedagang kuliner Semawis dari pembiayaan mikro 

adalah meningkatkan omzet dan meningkatkan keuntungan. Dari adanya pinjaman 

mikro sebagai tambahan modal usaha, mereka dapat menambah persediaan dan 

berjualan lebih lama terutama saat pasar Semawis ramai pengunjung pada waktu 

weekend. Pembiayaan mikro juga memungkinkan pelaku UMKM untuk menambah 

asset untuk mendukung operasional usaha mereka seperti membeli gerobak, tenda 
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bahkan kendaraan. Pembiayaan mikro dirasakan oleh pelaku UMKM Kuliner di Pasar 

Semawis telah menstimulus kinerja usaha mereka. 

Dan (Simanjuntak, 2018) juga mengatakan bahwa dibandingkan dengan skim 

pembiayaan mikro islam lainnya, skim pembiayaan dengan akad musyarakah dan 

mudharabah yang memungkinkan risk sharing antara bank dengan usaha mikro 

menjadikannya memiliki pengaruh besar terhadap usaha mikro. 

Menurut (Syafrudin and Mariana, 2017) mengatakan bahwa Pembiayaan 

Musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan usaha Mikro. 

Artinya bahwa dengan bertambahnya modal usaha melalui Pembiayaan Musyarakah 

yang diajukan nasabah, mampu untuk mengembangkan usahanya tersebut, maka besar 

kecilnya usaha seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang 

dipergunakan. 

Pengembangan usaha adalah suatu proses pelaksanaan usaha mengenai peluang 

pertumbuhan potensial selama usaha itu berlangsung. Dalam hal ini perusahaan dapat 

memanfaatkan satu sama lain keahlian, teknologi atau kekayaan intelektual untuk 

memperluas kapasitas mereka untuk megidentifikasi, meneliti, menganalisis dan 

membawa ke pasar bisnis baru dan produk baru, pengembangan bisnis berfokus pada 

implementasi dari rencana bisnis strategi melalui ekuitas pembiayaan, 

akuisisi/divestasi teknologi, produk, dan lain-lain. Perkembangan usaha merupakan 

suatu bentuk usaha untuk usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik 

untuk mencapai titik keuntungan dan kesuksesan. 



 

 

 

 

 

 

 

Pendapatan nasabah adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas usaha, baik 

itu usaha barang atau jasa yang menyimpan atau meminjam uang pada bank. Semakin 

tinggi penghasilan dan keuntungan maka akan semakin tinggi pula pendapatan yang 

didapat. Dalam kegiatan usaha, pendapatan para pengusaha adalah keuntungan. 

Keuntungan ditentukan dengan cara mengurangkan berbagai biaya yang 

dikeluarkan dari hasil penjualan yang diperoleh, contoh biaya yang dikeluarkan seperti 

pengeluaran untuk bahan mentah, pembayaran upah, pembayaran bunga, sewa tanah, 

dan penghapusan (depresiasi). Apabila hasil penjualan yang diperoleh dikurangi 

dengan biaya-biaya tersebut nilainya positif maka diperolehlah keuntungan. 

Dengan adanya perkembangan usaha mikro dan peningkatan pendapatan 

nasabah yang sama – sama menghasilkan keuntungan yang mana menghasilkan 

kesuksesan juga pada usaha mikro. 

2.6 Baitul Tamwil Muhammadiyah 
 

Istilah Baitul Maal wa Tamwil berasal dari dua suku kata yaitu Baitul Maal dan 

Baitul Tamwil. Dilihat dari segi istilah fiqh, Baitul Maal berarti suatu Lembaga atau 

Badan yang bertugas untuk mengurusi kekayaan negara terutama keuangan, baik yang 

berkenaan dengan pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan 

masalah pengeluaran dan lain-lain. Sedangkan Baitul Tamwil adalah Lembaga 

Keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat 

yang bersifat profit motive (Ahmad Dahlan, 2004). 
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BMT melaksanakan dua jenis kegiatan yaitu baitul maal dan baitul tamwil. 

Baitul Maal menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menjalankannya sesuai 

dengan peraturan dan amanahnya. Adapun Baitul Tamwil ialah mengembangkan 

usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha 

kecil ke bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan meminjam 

pembiayaan ekonomi (Abdul Manan, 2012). 

BTM Pemalang telah melakukan beberapa kegiatan dengan nasabah yakni 

penyaluran dana (financing), penghimpunan dana (funding) dan produk jasa (servise). 

Produk pembiayaan telah disediakan untuk masyarakat, misalnya kredit atau 

pembiayaan yang diberikan kepada sektor pertanian, perdagangan barang dan jasa, 

industri, koperasi, pedagang kecil dan lainnya. Produk-produk berbasis syariah 

memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena 

riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang 

diperdagangkan. 

Produk pembiayaan yang ada di BTM Pemalang diantaranya adalah 

mudharabah, musyarakah, murabahah, dll. Untuk kerjasama dalam produk pembelian 

barang masuk dalam kerjasama pembiayaan akad murabahah. Di BTM Pemalang ini, 

akad pembiayaan mayoritas ialah pembiayaan akad murabahah dan mudharabah, 

sedangkan musyarakah masih sedikit, dikarenakan dahulu terdapat nasabah yang 

menyalahgunakan kerjasama tersebut, oleh karena itu pihak BTM lebih berhati-hati 

apabila terjadi kerjasama pembiayaan dengan akad musyarakah 
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Jumlah dana pembiayaan dalam kerjasama pembiayaan adalah menyesuaikan 

kebutuhan dari nasabah dan kedua pihak menyesuaikan sempai terjadi kesepakatan 

bersama. Besarnya bisnis nasabah dalam kerjasama dengan BTM tidak selalu dengan 

jumlah dana pembiayaan yang besar, ada nasabah dengan bisnis besar hanya ingin 

membutuhkan dana yang sedikit dalam kerjasama, dan begitu sebaliknya. Jadi akad 

pembiayaan dalam kerjasama adalah sesuai dengan tujuan nasabah. 

Kasus pembiayaan akad musyarakah sama seperti kasus pembiayaan akad 

mudharabah yaitu terdapat pembukuan keuangan yang pasti, dan catatan yang rapih 

dalam proses berjalannya bisnis kerjasama. Pihak nasabah mengajukan pembiayaan 

kepada BTM untuk menambah modal usaha, dikarenakan memiliki kekurangan dana 

maka pihak nasabah memohon atau mengajukan pinjaman dana tersebut. Pada koperasi 

seperti BTM ini memiliki batasan pembiayaan maksimal 60 juta berdasarkan pada 

Kementrian Keuangan dan Dinas Koperasi. 

Di BTM Pemalang persyaratan untuk menjalankan kerjasama tidak terlalu ribet 

jika dibandingkan dengan bank konvensional. Margin dan bunga bank adalah 

perbedaan yang sangat jauh. Di BTM Pemalang menerapkan rate margin minimal 2% 

perbulan. Tetapi rate margin tersebut kembali bergantung pada kesepakatan bersama 

kedua pihak. Dalam kenyataannya kerjasama dengan koperasi yang berbasis syariah, 

rate margin di BTM tidak diharuskan diketahui oleh nasabah, karena apabila prosentase 

rate margin diketahui oleh nasabah, maka dengan ini sudah tidak disebut dengan 
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Lembaga Keuangan koperasi berbasis syariah. BTM hanya menyebutkan nominal 

angsuran perbulan yang harus dibayar nasabah. 

BTM juga tidak sembarangan dalam menentukan rate margin, karena 

mempertimbangkan biaya-biaya lainnya yang bersangkutan. Apabila BTM 

memberikan margin lebih sedikit daripada biaya-biaya dengan jumlah lebih besar, 

maka BTM tidak akan mendapatkan keuntungan. Hal tersebut tidak dipungkiri bahwa 

tujuan utama dari koperasi seperti BTM adalah keuntungan. Pembiayaan akad 

musyarakah dalam persentase nisbah sebenarnya tidak diperbolehkan dalam syariah, 

ini terjadi tarena BTM terbentur dengan Dinas Koperasi, Kementrian Keuangan yang 

memiliki standar persentasi tersebut, dan BTM melakukannya. 

Sebelum pihak BTM merealisasikan pengajuan tersebut, BTM terlebih dahulu 

menyurvei calon peminjam apakah layak atau tidak layak untuk melakukan kerjasama. 

Dalam BTM tidak mengenal “survei”, tetapi disebut dengan “pencocokan data”. 

Pencocokan data ini, didalamnya terdapat data seperti pendapatan nasabah, tujuan 

meminjam, jumlah tanggungan keluarga, darimana sumber dana nasabah, bisnis halal 

atau tidak halal, dll. Dalam maksimal 3 hari BTM gerak cepat untuk memutuskan 

hasilnya. Apabila data tersebut sesuai atau cocok dengan keterangan data dalam BTM, 

maka kerjasama pembiayaan dapat dijalankan. 

Setelah hasilnya layak untuk melakukan suatu kerjasama, kedua pihak sepakat 

dalam kerjasama pembiayaan tersebut baik dalam jumlah pembiayaan, waktu 
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angsuran, maupun nisbah bagi hasil, dll. maka pihak BTM segera mungkin akan 

merealisasikan kerjasama tersebut. 

Dalam proses berlangsungnya bisnis, apabila nasabah tidak memberikan 

pembayaran angsuran perbulan, maka nasabah terkena denda keterlambatan. Denda 

keterlambatan diberlakukan di BTM Pemalang, akan tetapi Hal tersebut hanya untuk 

mendisiplinkan nasabah agar selalu menaati aturan tersebut. Dan apabila nasabah 

terjadi keterlambatan Dan menunggak berbulan-bulan, maka uang denda 

keterlambatan tersebut akan dimasukan ke dalam infak, bukan dimasukan ke dalam 

pendapatan kantor BTM. Salah satu pelayanan bagus dari BTM ke nasabah, apabila 

nasabah tidak bisa melakukan pembayaran angsuran secara langsung ke Kantor BTM, 

maka pihak BTM yang melakukan penjemputan langsung ke rumah atau lokasi 

nasabah. 

Semua nasabah yang melakukan kerjasama pembiayaan dan mendapatkan hasil 

keuntungan bisnis hanya sedikit, pihak BTM akan selalu menerimanya, karena dengan 

kejujuran nasabah yang hanya mendapatkan jumlah keuntungan tersebut. Secara 

pemberdayaan usaha mikro, BTM berhasil mensukseskan kerjasama pembiayaan 

usaha mikro, karena BTM berhasil membiayai usaha mikro dari nasabah, dan 

menjadikan nasabah tidak melakukan kerjasama lagi (pinjaman / utang kembali) 

karena nasabah sudah mempunyai modal dan mampu secara manajemennya. 

Ada beberapa nasabah yang sudah sukses setelah kemitraan tetapi masih tetap 

ingin melakukan kerjasama pembiayaan kembali, nasabah merasa ada rasa aneh buat 
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tidak menjalin kemitraan tersebut, yaitu kemungkinan karena sudah terbiasa sehingga 

nasabah kembali melakukan kerjasama. Hal tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa 

pelayanan BTM sangat baik untuk nasabahnya. 

Disaat pandemik virus corona seperti sekarang ini, sangat berpengaruh terhadap 

usaha mikro, sekitar 30% - 40% efek pandemic ini. Ada kebijakan Dari pemerintah 

untuk meringankan usaha mikro yang terkena dampak pandemic bisa untuk tidak 

membayar Selama Janaka waktu 6 bulan. Tetapi kebijakan tersebut juga terkena 

dampak seperti koperasi (BTM). Tetapi kebijakan sebenarnya bergantung untuk 

perusahaannya seperti koperasi (BTM) ini, pihak BTM mempertimbangkan terdapat 

tanggungan-tanggungan yang harus dibayarkan seperti membayar gaji karyawan, dll. 

Maka dari pihak BTM melakukan kebijakan bahwa untuk bisnis nasabah yang 

terkena efek dari pandemik virus corona bisa menyalurkan atau pembayaran angsuran 

semampu nasabah. BTM tidak memberatkan nasabah untuk membayar full angsuran, 

karena nasabah terkena dampak langsung dari pandemik virus corona. 

Di masa pendemik ini, BTM tidak menyetop atau memberhentikan kerjasama 

pembiayaan dengan calon nasabah. Karena di masa pandemi masih Banyak bisnis 

memiliki keuntungan, disamping banyak bisnis yang mengalami kerugian bahkan 

kebangkrutan. Bisnis yang menguntungkan tersebut dikarenakan bisa memenuhi 

kebutuhan masyarakat di masa pandemi, sehingga BTM justru mencari atau menjalin 

kerjasama dari banyak bisnis usaha. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif diartikan 

sebagai jenis penelitian yang tidak dapat menggunakan prosedur statistikatau 

menggunakan metode kuatifikasi lainnya untuk menghasilkan sebuah temuan (Basrowi 

& Suwandi, 2008) 

3.2 Populasi dan Sampel 
 

Populasi merupakan keseluruhan karakteristik yang menjadi objek dalam 

penelitian yang berkaitan dengan seluruh kelompok orang, peristiwa maupun benda 

yang menjadi pusat perhatian bagi peneliti (Sarjono, H., & Julianita, 2011). Populasi 

dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro sebagai penerima pembiayaan dari 

Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Pemalang. 

 

Dari keseluruhan populasi yang ada, akan mengambil sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro sebagai penerima pembiayaan 

musyarakah di BTM Pemalang dan mengalami kesuksesan dengan jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini sejumlah 7 orang narasumber pelaku usaha mikro 

berdasarkan data nama – nama yang berasal dari BTM Pemalang. Dan sampel dipilih 

secara purposive yang telah sukses dalam bisnis atau usahanya sebagai penerima 

pembiayaan musyarakah. Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua 
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sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya 

besar, dapat diambil antara 10 sampai 15% atau 20 sampai 25% atau tergantung dari 

kemampuan peneliti (waktu, tenaga, dana), sempit luasnya wilayah pengamatan, dan 

besar kecilnya risiko yang ditanggung peneliti (Arikunto, 2006). 

3.3 Sumber dan Jenis Data 

 

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer sebagai data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung 

pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2001). Data primer yang 

dicari yaitu hasil wawancara mendalam dengan para narasumber. Sedangkan data 

sekunder merupakan sumber kedua, merupakan bahan tambahan yang berasal dari 

sumber tertulis seperti buku, jurnal, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen 

pribadi, dan dokumen resmi (Moleong, 2007). 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara metode wawancara 

mendalam. Dengan cara tanya jawab langsung secara lisan dan bertatap muka antara 

beberapa orang pewawancara dengan yang di wawancarai atau dengan melalui telepon. 

Metode wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisandan bertatap muka 

langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau 

beberapa orang yang akan diwawancarai (Muhammad, 2008). 



 

 

 

 

 

 

 

3.5 Teknik Analisis 
 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam 

pola kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2007). Data 

analisis menggunakan metode kualitatif yaitu salah satu metode penelitian yang 

menggunakan data berbentuk kata, kalimat, atau gambar dan dalam proses analisisnya 

tidak menggunakan statistic (Wahyuni, 2009). 

 

Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1984), adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Data reduction (Reduksi data); Setelah memperoleh data di lapangan, data tersebut 

harus di reduksi karena jumlah datanya cukup banyak. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, 

serta mencari tema dan pola, kemudian membuang bagian yang tidak penting (tidak 

diperlukan). 

2. Data display (Penyajian data); Setelah melewati proses reduksi, data harus 

disajikan. Dalam penelitian kualitatif, data bisa disajikan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. Namun yang paling 

sering digunakan adalah dengan teks bersifat naratif. 

3. Conclusion drawing or/ verification; Langkah selanjutnya ialah menarik 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang diharapkan adalah temuan baru yang 
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sebelumnya belum pernah ada. Dapat berupa diagram, maupun deskripsi dalam 

bentuk kalimat maupun gambaran obyek. 



 

 

 

 

 

 

BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 
Penelitian ini dilakukan di daerah Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang 

Provinsi Jawa Tengah. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober sampai bulan 

Desember 2020. Penelitian bersifat kualitatif yang bertujuan membentuk sebuah model 

untuk mengetahui bagaimana pembiayaan musyarakah bisa membawa sukses para 

pengusaha mikro yang ada di Pemalang khususnya Kecamatan Ulujami. Dalam 

penelitian ini menggunakan metode snowball yaitu dengan mencari objek penelitian 

(BTM Pemalang) yang terdapat narasumber yang menggunakan akad pembiayaan 

musyarakah, kemudian mendatangi narasumber tersebut untuk melakukannya proses 

wawancara. Dilakukannya proses wawancara untuk mendapatkan informasi yang 

cukup sehingga menghasilkan gambaran lengkap tentang model pembiayaan 

musyarakah yang bisa membawa kesuksesan bagi para pengusaha mikro. 

4.1 Deskripsi Bisnis Narasumber 
 

Di dalam penelitian ini terdapat kegiatan wawancara dengan 7 (tujuh) pelaku 

usaha mikro yang ada di kota Pemalang. Narasumber terdiri dari pelaku mikro 

pedagang sayur, perikanan tambak, pertanian, hingga konveksi. Di BTM Pemalang 

terdapat nasabah yang menggunakan pembiayaan musyarakah sehingga diperoleh 
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narasumber untuk diwawancrai. Karakteristik dari 7 (tujuh) narasumber sebagai pelaku 

usaha mikro disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut : 

Table 4.1 Deskripsi Bisnis Narasumber 

No Narasumber Posisi Jenis Bisnis Lama Bergabung 

1. Narasumber 1 Pemilik Pedagang sayur 10 bulan 

2. Narasumber 2 Pemilik Pedagang sayur 6 bulan 

3. Narasumber 3 Pemilik Perikanan Tambak 6 bulan 

4. Narasumber 4 Pemilik Perikanan Tambak 1 tahun 10 bulan 

5. Narasumber 5 Pemilik Pertanian 10 bulan 

6. Narasumber 6 Pemilik Pertanian 3 tahun 9 bulan 

7. Narasumber 7 Pemilik Konveksi 2 tahun 5 bulan 

 
 

Dari pelaku usaha mikro (narasumber) yang memakai atau menggunakan 

pembiayaan akad musyarakah terdapat bermacam-macam jenis bisnis yang 

dijalaninya, dan bermacam-macam waktu lamanya bergabung ke BTM Pemalang 

Cabang Ulujami. 

Bisnis Pedagang Sayur 

 
Terdapat 2 (dua) narasumber yang menggeluti bisnis ini, bisa dikatakan dengan 

bisnis yang tergolong kecil atau disebut dengan pedagang kecil, dengan bisnis berupa 

jualan sayur dan lain-lain. Modal awal kedua narasumber untuk mendirikannya bisnis 

usaha tersebut berasal dari modal sendiri tanpa bantuan pihak lain. Dengan berjalannya 
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waktu, kedua narasumber tersebut mengalami masalah keuangan sehingga tidak bisa 

melanjutkan usahanya dikarenakan tidak memiliki cukup modal untuk membeli 

barang/ bahan untuk dijual. Terjadinya masalah tersebut pada narasumber 1 terjadi 

pada awal tahun dan narasumber 2 terjadi pada 6 bulan lalu tahun 2020. Untuk 

mengatasi masalah ini, kedua narasumber memutuskan untuk meminta bantuan dari 

pihak luar yaitu untuk meminjam modal dari BTM Pemalang. 

Bisnis Perikanan Tambak 

 
Pada bisnis ini terdapat 2 (dua) narasumber yang menggunakan pembiayaan 

musyarakah pada BTM Pemalang. Pada narasumber 3 ini melakukan kerjasama 

dengan BTM Pemalang sudah 6 bulan yang lalu tahun 2020. Narasumber ini 

mengalami gagal panen dalam usahanya, kemudian menemukan pilihan untuk mencari 

bantuan pihak luar dan sebagai tambahan narasumber ini juga mencari ketenangan 

hidup yaitu adanya modal dengan akad pembiayaan syariah. Narasumber 4 memilih 

untuk menerima bantuan dari pihak luar yang sesuai dengan hatinya dan jatuh pada 

BTM, karena narasumber 4 sudah melakukan penelusuran kepada bank konvensional 

yang menurutnya tidak sesuai pilihannya 

Bisnis Pertanian 

 
Narasumber 5 dan narasumber 6 masing-masing memiliki masalah yang sama 

yaitu kurangnya modal untuk membeli bibit padi yang ditanan di persawahan untuk 

waktu selanjutnya. Dan memutuskan untuk mencari bantuan kepada pihak lain atau 



 

 

 

 

 

 

 

luar dan BTM Pemalang menjadi pilihannya. Sebelumnya narasumber 5 dan 6 sudah 

melakukan penelusuran ke bank konvensional dan menurutnya tidak sesuai dengan 

kemampuan hidupnya. 

Bisnis Konveksi 

 
Untuk bisnis konveksi ini hanya terdapat 1 (satu) narasumber yaitu narasumber 

7 yang sudah melakukan kerjasama selama 2 tahun lebih dengan BTM Pemalang. 

Narasumber 7 mengalami masalah di usahanya dan mengharuskan melakukan 

peminjaman modal karena membutuhkan pembelian bahan baku kain tambahan untuk 

memproduksi kembali, dan bahan lain yang sesuai dengan kebutuhan narasumber 

butuhkan. Dengan kerjasama dengan BTM Pemalang menjadi bisnis milik narasumber 

7 berjalan dengan lancar. 

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 
Ketujuh narasumber diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan penggunaan 

pembiayaan musyarakah untuk keperluan usahanya yang dijalaninya. Kegiatan 

wawancara telah dilakukan, maka diperoleh jawaban dari narasumber. Terdapat 

persamaan dan perbedaan jawaban dari narasumber, kemudian menghasilkan 

kesimpulan akan pemahaman yang utuh dan lenkap. Ringkasan hasil wawancara 

dengan narasumber disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut : 



 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Daya Tarik Kerjasama Akad Musyarakah 

 

Dari penelitian ini, terdapat alasan mengapa ketujuh Narasumber tertarik 

kerjasama dengan BTM dalam pembiayaan Musyarakah. Daya tarik dari ketujuh 

narasumber diantaranya sebagai berikut : 

 

Table 4.2.1 Daya Tarik Akad Musyarakah 
 

Apa yang menjadi daya tarik kerjasama akad pembiayaan musyarakah di 

BTM Pemalang ? 

Narasumber 1 & 2 Pelayanan ramah karyawan BTM 

Narasumber 3 Pembiayaan syariah 

Narasumber 4, 5, &6 Angsuran yang lumayan lancar 

Narasumber 7 Pencairan modal lumayan cepat 

 
Narasumber 1 & 2 memberikan jawaban atas ketertarikannya pada pembiayaan 

musyarakah di BTM Pemalang dikarenakan adanya keramah-tamahan karyawan dari 

BTM tersebut disamping adanya sharing kerjasama modal usaha. Karena kedua 

narasumber mengenal karyawan BTM yang menjadi kerabat dekat dan saudara sendiri. 

Hal ini menjadikan kemudahan untuk narasumber membutuhkan bantuan tambahan 

modal. Dengan meminjam dari BTM Pemalang, kedua narasumber akhirnya bisa 

melanjutkan bisnisnya tanpa hambatan kurangnya modal sehingga usaha bisnisnya. 

Narasumber 3 memberi tanggapan tentang daya tariknya pada pembiayaan musyarakah 

di BTM Pemalang karena narasumber menginginkan kehidupan yang dekat dengan 

Allah SWT. Disamping sangat membutuhkan dana modal dengan sistem modal yang 

berada pada kedua pihak (kerjasama untuk melanjutkan usaha perikanan tambaknya, 
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juga mempertimbangkan kehidupannya yaitu dengan menggunakan pembiayaan 

syariah yang menghindarkan dari adanya riba. Narasumber 4, 5, & 6 menjawab alasan 

ketertarikan dengan pembiayaan musyarakah di BTM Pemalang tersebut karena 

kebijakan yang dilakukan BTM tersebut. Kebijakan BTM yang memberikan kerjasama 

dengan sharing modal untuk melanjutkan usahanya, dan memberikan angsuran yang 

lumayan lancar jika dibandingkan dengan bank konvensional yang narasumber 

sebelumnya sudah mengetahui. Ketertariakn narasumber 7 pada pembiayaan modal 

dengan akad musyarakah di BTM Pelmalang adalah likuditas atau pencairan yang 

lumayan cepat, dan tidak terlalu ribet disamping dengan adanya kedua pihak yang 

saling kerjasama dalam mengeluarkan modal untuk usaha bisnis dari narasumber, dan 

narasumber mengharapkan pijaman yang berjumlah tidak terlalu banyak untuk 

usahanya. 

Beragam macam alasan seseorang atau nasabah yang memiliki daya tarik 

tersendiri untuk mengambil kesempatan melakukan kerjasama bisnis dengan Lembaga 

Keuangan syariah seperti BTM ini, seperti salah satunya yang dijelaskan pada ketujuh 

narasumber yaitu Pertama, bisa terpengaruh pada karyawan BTM dengan membeikan 

pelayanan yang ramah kepada narasumber. Kedua, terpengaruh karena pada 

pembiayaan syariah yang menghindari adanya riba. Ketiga, daya tarik terletak pada 

angsuran yang lumayan kecil. Keempat, narasumber tertarik dengan kerjasama 

bersama BTM karena likuiditas yang cepat. 
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a. Pelayanan ramah karyawan BTM 

 
Pentingnya pelayanan tidak lepas pada kesan yang ditimbulkan pada 

nasabah saat yang bertemu langsung dengan pemberi layanan (BTM), meskipun 

kesan tersebut pada saat nasabah menggunakan fasilitas transaksi yang disediakan 

bank juga mempengaruhinya. Dengan begitu pemberi layanan berperan sangat 

penting untuk dapat menarik dan menjaga hubungan baik dengan calon nasabah 

atau nasabah bank itu sendiri (Kompasiana, 2013). (Parasuraman, Zeithaml and & 

Berry., L, 1994) menjelaskan tentang kualitas layanan adalah layanan yang 

diterima baik oleh konsumen, konsumen dalam dunia perbankan disebut nasabah, 

dibandingkan dengan kualitas yang diharapkan dapat diterima oleh konsumen 

tersebut. Kualitas layanan juga berdampak besar pada perilaku konsumen, seperti 

loyalitas konsumen terhadap produk bentuk kerjasma pembiayaan yang dimiliki 

Perusahaan. Hal yang mendasari kualitas layanan terdapat indikator-indikator 

seperti tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphathi. Berikut 

penjelasannya : 

Tangible (Bentuk fisik). Penampilan, sarana, dan prasarana fisik perusahaan 

serta keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang 

diberikan oleh pemberi jasa. biasanya berupa penampilan fasiitas fisik, 

peralatan, dan berbagai materi komunikasi. 

Reliability (Keandalan). Dimaksud dengan reliability ini adalah kemampuan 

untuk memberikan jasa sesuai dengan yang dijanjikan, terpercaya, akurat, 
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konsisten, dan sesuai dengan harapan, yaitu sesuai dengan harapan pelanggan 

berarti kinerja yang tepat waktu, pelayanan tanpa kesalahan, sikap simpatikdan 

akurasi tinggi. 

Responsiveness (Daya Tangkap). Daya tangkap dimaksudkan bahwa kemauan 

dari karyawan dan pengusaha untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa 

dengan cepat serta mendengar dan mengatasi keluhan yang diajukan pelanggan, 

misalnya kesigapan karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan dalam 

proses transaksi, dan penanganan keluhan pelanggan. 

Assurance (Jaminan). Jaminan disini menimbulkan keyakinan dan kepercayaan 

terhadap janji yang telah dikemukakan kepada konsumen, misalkan 

kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk secara tepat, kualitas 

keramah-tamahan, perhatian dan kesopanan dalam memberi pelayanan, 

keterampilan dalam memberikan informasi, kemampuan dalam memberikan 

keamanan didalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan, dan kemampuan 

dalam menanamkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. 

Empathy (Empati). Kesediaan karyawan dan pengusaha memberikan perhatian 

yang mendalam dan khusus kepada pelanggan dengan berupaya memahami 

keinginan pelanggan dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki suatu 

pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan dan memahami kebutuhan 

pelanggan secara spesifik. 
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Dalam proses wawancara, jawaban atas narasumber 1 dan 2, diperoleh hasil 

jika narasumber tertarik pada sikap keramah-tamahan karyawan BTM. Karyawan 

BTM adalah seseorang yang dekat dengan narasumber. Hal tersebut merujuk pada 

penjelasan diatas dari penjelasan (Parasuraman, Zeithaml and & Berry., L, 1994) 

tentang kualitas pelayana poin (4) yaitu jaminan. Jadi narasumber 1 & 2 tertarik 

pada kerjasama pembiayaan musyarakah dengan BTM karena jaminan 

(Assurance), narasumber memberanikan diri bekerjasama dengan BTM yang 

terdapat jaminan bahwa karyawan BTM atau pihak BTM tersebut mampu 

memberikan pelayanan yang lancar dan tepat, disebabkan bahwa rasa kedekatan 

kedua pihak. Dan apabila terdapat sesuatu apapun akan mudah di komunikasikan. 

Maka dari itu narasumber 1 & 2 memilih pembiayaan yang dipilih oleh BTM yaitu 

pembiayaan musyarakah. 

b. Pembiayaan Syariah Bebas Riba 

 

Melakukan suatu kerjasama pembiayaan terutama pembiayaan musyarakah 

oleh kedua belah pihak adalah pembiayaan berbasis syariah dengan system bagi 

hasil yang diterapkan tanpa adanya bunga dalam kesepakatannya. Dalam Al- 

Qur’an surah Al – Baqarah ayat 275 yang berbunyi “… Allah telah menghalalkan 

adanya jual beli (bisnis) dan mengharamkan adanya riba”. Tidak hanya surat Al- 

Baqarah ayat 275, Allah SWT melarang berjual beli yang terdapat riba. Surat Al- 

Baqarah ayat 279 dijelaskan bahwa apabila umat muslim tidak meninggalkan riba 

maka Allah SWT dan Rasul akan memeranginya. 
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Setelah melakukan wawancara, maka hasil wawancara narasumber 3 

dengan ketertarikannya melakukan kerjasama dengan BTM, hasilnya adalah 

karena terdapat pembiayaan syariah yang merupakan Bebas Riba. Narasumber 3 

melakukan kerjasama dengan BTM karena terdapat ketakutannya terhadap 

perbuatan yang tidak baik dimata Allah SWT. Disamping dengan adanya ketakutan 

tersebut, terdapat hal lain yang menjadi kekhawatirannya yaitu tidak adanya modal 

untuk melakukan usaha tambak ikan setelah mengalami gagal panen. Dengan 

pertimbangan yang matang untuk meminta bantuan kepada pihak lain, dengan tidak 

terpengaruh dengan hal negative seperti diterapkan pada bank konvensional yang 

menggunakan bunga sebagai kesepakatan kerjasama pembiyaan usahanya, yang 

dapat menjauhkan dirinya dari ketaatan kepada Allah SWT, maka akhirnya 

narasumber 3 memilih untuk melakukan kerjasama pembiayaan usaha dengan akad 

musyarakah. Dan akhirnya narasumber 3 memiliki akad kerjasama pembiayaan 

musyarakah yang sesuai dengan keinginan narasumber dan BTM. 

c. Angsuran lumayan lancar 

 

Perbedaan pada Bank Konvensional dan Lembaga Syariah salah satunya 

terdapat pada angsuran yang diberlakukan masing-masing. Contohnya pada akad 

jual beli, pada bank konvensional melakukan akad dengan nasabah dengan 

transaksi yang sudah ditetapkan, yakni debitur atau nasabah membayar pinjaman 

yang sesuai dengan harga barang atau produk, ditambah dengan bunga, serta biaya 

lainnya. Sedangkan pada Lembaga Syariah penggunaan akad syariah pada jual beli, 
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dimana Lembaga Syariah akan membelikan produk atau barang yang nasabah 

inginkan, kemuadian menjualnya kepada pihak nasabah dengan cara mengansur. 

Pihak Lembaga Syariah tidak mengenakan bunga maka bebas riba. Sehingga untuk 

mengambil keuntungan, Lembaga akan mengambil dari penjualan produk tersebut 

yang sudah disepakati bersama. Nasabah melakukan angsuran dengan besaran 

cicilan yang tidak berubah sampai jangka waktu selesai sesuai kesepakatan, karena 

sudah ditetapkan dari awal kesepakatan kedua belah pihak. Perbedaan lainnya pada 

denda keerlambatan, pada bank konvensional akan dikenakan denda sesuai 

kebijakan bank, sementara pada Lembaga Syariah tidak memberlakukan denda 

keterlambatan kepada nasabah yang telat membayar cicilan. 

Dalam wawancara kepada narasumber 4, 5, & 6, ini, memiliki hasil 

wawancara adalah bahwa narasumber memiliki daya tarik kerjasama dengan BTM 

Pemalang dengan akad pembiayaan musyarakah dimulai dari anggapan bahwa 

angsuran yang dibayarnya lumayan kecil dengan dibandingkan angsuran bank 

konvensional. Dan ketiga narasumber juga tidak mendapatkan denda 

keterlambatan pembayaran cicilan atau angsuran, karena narasumber juga belum 

bisa membayarnya karena pada waktu tertentu terjadi masalah. Dan pihak BTM 

juga akan memaklumi atau tidak memaklumi akan memberikan waktu tambahan 

untuk ketiga narasumber tersebut. 
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d. Likuiditas yang cepat 

 

Menurut (Aspachs, Oriol, Erlend Nier, 2005) titik awal peran bank dalam 

menyediakan jaminan likuiditas. Bank mengumpulkan dana dari masyarakat dan 

menginvestasikannya dalam asset jangka panjang dan likuid, seperti pembiayaan. 

Likuiditas yang menjadi salah satu ciri dimiliki oleh bank. Bank adalah salah satu 

fungsinya adalah sebagai institusi penyimpanan dana masyarakat (Pols of 

Liquidity) menjamin jaminan likuiditas bagi para deposannya. Jaminan 

ketersediaan likuiditas yang diberikan berupa penarikan dana yang disimpan setiap 

saat. Dalam hal operasional bank atau Lembaga Syariah, masalah pengelolaan 

likuiditas adalah masalah yang paling penting. Menurut Keynes (1936) menyatakan 

bahwa neraca yang likuid akan memungkinkan perusahaan untuk mengerjakan 

proyek-proyek yang menguntungkan saat kesempatan muncul. 

Dalam kasus narasumber 7 ini dalam wawancara mendapatkan hasil bahwa 

narasumber memiliki ketertarikan kerjasama dengan BTM pada akad pembiayaan 

musyarakah sesuai kesepakatan bersama karena dari likuiditas atau pencairan 

modal yang cukup cepat waktunya dan tidak terlalu ribet untuk mengurusnya. 

Narasumber pada waktu tersebut saat ingin memperoleh bantuan modal dalam 

waktu uang cepat dan akhirnya kepada BTM terpenuhi harapannya, dan akad 

musyarakah menjadi pilihannya. 



 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Keuntungan Kerjasama dengan BTM 

 

Keuntungan yang diperoleh dari ketuju Narasumber yang melakukan suatu 

kerjasama dengan BTM yang menjadi Partner bisnis dalam pembiayaan musyarakah, 

antara lain : 

Table 4.2.2 Keuntungan Kerjasama dengan BTM 

Apa sajakah keuntungan yang diperoleh setelah memilih BTM sebagai 

Lembaga Partner bisnis ? 

Apakah bapak/ibu mendapatkan mendapatkan manfaat dengan akad 

kerjasama pembiayaan musyarakah tersebut ? 

Semua Narasumber Ya, mendapatkan manfaat dari Kerjasama pembiayaan 

Apa saja manfaatnya? 

Narasumber 1 & 2 Erat rasa persaudaraan 

Narasumber 3 Lebih dekat kepada Allah SWT 

Narasumber 4, 5, 6, & 7 Terdapat pembinaan 

 
 

Semua narasumber menerima manfaat selama melakukan kerjasama kepada 

BTM Pemalang ini. Narasumber 1 & 2 mendapatkan manfaat dari melakukannya 

kerjasama BTM dengan menjadi erat rasa persaudaraan kepada BTM, dikarenakan 

kedua narasumber ini merupakan kerabat dan saudara dekat dari karyawan BTM 

sendiri. Narasumber 3 menjadi lebih dekat kepada Allah SWT setelah melakukan 

kerjasama dengan BTM karena narasumber merasa terhindar dari riba yang termasuk 

haram dan haram itu sendiri termasuk dilarang oleh Allah SWT. Narasumber lebih baik 

menggunakan penbiayaan Syariah akad musyarakah daripada memilih untuk 

melakukan peminjaman modal ke bank konvensional. Hal itu menjadi manfaat untuk 
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narasumber 3 melakukan kerjasama dengan BTM Pemalang. Keempat narasumber 

terakhir yaitu narasumber 4, 5, 6 & 7 disamping melakukan kerjasama dengan BTM 

Pemalang dengan tujuan utama peminjaman modal yaitu dengan sharing modal, 

narasumber mendapatkan manfaat berupa pembinaan selama melakukan kerjasama. 

a. Erat Rasa Persaudaraan 

 

Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 berbunyi “…dan tolong- 

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong- 

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada 

Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”. Ayat tersebut Allah 

memerintahkan kepada kita untuk saling tolong-menolong antar sesama, baik 

kapanpun dan dengan siapapun selama tidak melanggar batasan. Apabila 

melanggar batas dengan melakukan dosa maka Allah akan memberikan hukuman. 

Ada sebuah hadis tentang keutamaan yang didapatkan seseorang apabila ia 

memberikan bantuan dan pelayanan kepada sesame, yaitu dalam kitab Sohih 

Muslim sahabat Abu Hurairah RA yang berbunyi “Barang siapa yang 

menghilangkan (memberikan solusi) kesukaran seorang mukmin di dunia maka 

kelak Allah akan menghilangkan kesukarannya dihari kiamat. Barang siapa yang 

memberikan kemudahan bagi orang yang sedang mengalami kesulitan, maka Allah 

akan memudahkan urusan duniawi dan akhiratnya. Dan barang siapa yang 

menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (keburukannya) 

didunia dan diakhirat, dan Allah akan senantiasa membantu hamba-Nya selama dia 
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mau membantu saudaranya.”. Dari hadis tersebut mengacu pada seorang muslim 

yang memberikan bantuan dan pelayanan kepada seorang yang mengalami 

kesulitan demi memenuhi kebutuhannya baik bantuan secara materi, atau berbagi 

ilmu. Dan juga kita tidak boleh mengumbar aurat (aib) atau kejelekan orang lain, 

apabila melanggar, maka Allah sendiri akan mengumbar aib atau kejelekan kita 

kepada orang lain. 

Hadist berikutnya adalah hadist yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin 

Malik RA yaitu Rasulullah bersabda bahwa : ”Tidak sempurna iman seseorang 

sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri” (HR. 

Bukhori). Artinya bahwa kita ingin diperlakukan dengan baik oleh orang lain, 

dilayani dengan baik dan cepat. Maka kita masing-masing harus 

mengaplikasikannya dengan melayani orang lain dengan baik juga. 

Hasil wawancara narasumber 1 & 2 yaitu erat rasa persaudaraan antara 

nasabah (kedua narasumber) dan karyawan pihak BTM. Narasumber merasa bahwa 

karyawan tersebut sudah menjadi orang yang baik dan dekat dan juga 

bertetanggaan, maka apabila menjalin kerjasama dalam pembiayaan usaha tersebut 

akan terjalin rasa persaudaraan yang lebih erat. Dengan melihat hadis diatas bahwa 

seorang yang memberlakukan orang lain dengan baik dengan memberikan bantuan 

apabila terjadi kesulitan maka Allah akan memberikan keutamaan dan kemudahan 

kepada orang tersebut didunia maupun diakhirat. Dan begitu juga dengan 
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narasumber dan karyawan BTM akan melakukan apa yang ada dalam hadist 

tersebut yaitu intinya melakukan kebaikan antar sesama manusia. 

b. Lebih Dekat kepada Allah SWT 

 

Bagi nasabah di Lembaga konvensional mereka secara pribadi adalah 

pilihan selera masing-masing dengan mempertimbangkan agama mauapun tidak. 

Tetapi apabila di Lembaga Syariah contohnya BTM, ekonomi islam harus dipandu 

oleh Allah SWT lewat Al-Quran dan Hadist. Dalam Al-Quran Adz-Dzariyyat ayat 

56 berbunyi : ”Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku”. Artinya bahwa Allah SWT menciptakan kedua 

pihak (jin dan manusia) untuk beribadah kepada Allah SWT bukan 

mempersekutukan-Nya. Dan ini juga dimaksudkan bahwa aktivitas manusia 

selama hidup dibumi hanya satu yaitu aktivitas penghambaan kepada Allah SWT, 

salah satu contohnya adalah aktivitas dalam ekonomi baik dalam membangun 

usaha atau lain sesuatu yang lain yang harus patuh dalam ketentuan Allah SWT. 

Setelah melakukan wawancara dengan narasumber 3 mendapat jawaban 

bahwa narasumber ingin lebih dekat dengan Allah SWT dengan melakukan 

kerjasama dalam pembiyaan syariah terutama dalam akad musyarakah. 

Narasumber melakukan aktivitas bisnis dan melakukan kerjasama dengan BTM 

adalah sebuah aktivitas yang menurut narasumber diberkahi oleh Allah SWT 

karena pembiyaan syariah dan terutama tidak menggunakan bunga yang termasuk 

dalam riba. 
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c. Terdapat Pembinaan 

 

Pengembangan wirausaha terkait dengan upaya menumbuhkan lingkungan 

usaha yang kondusif, menumbuhkan kemauan masyarakat untuk berwirausaha, 

serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berwirausaha. Untuk menjadi 

pelaku UKM yang handal, tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, tetapi juga memiliki karakter seorang wirausaha. Para pelaku 

UMKM harus disiapkan dengan pembentukan mental dan karakter bisnis yang 

mewadahi, sehingga apabila terjadi peluang atau tantangan seperti adanya kucuran 

dana modal usaha dapat digunakan atau dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk 

kepentingan perkembangan usahanya. 

Setelah dilakukannya wawancara kepada narasumber 4, 5, 6, & 7, 

terjawablah hasil wawancara. Dari keempat narasumber menjawab bahwa 

narasumber mendapat manfaat untuk kerjasama pembiayaan bisnis dengan BTM 

dengan menggunakan pembiayaan akad musyarakah adalah pembinaan. 

Narasumber setelah bergabung dengan BTM mendapatkan manfaat pembinaan 

yang sangat membantu untuk keberlanjutan usaha narasumber. Narasumber 

memanfaatkan pembinaan tersebut dengan alasan bahwa narasumber merasa 

bahwa dirinya orang awam yang belum tahu lebih untuk mengembangkan usaha, 

narasumber hanya tahu dalam memperoleh uang dan digunakan saja. Untuk itu 

BTM memberi pembinaan atau pendampingan kepada narasumber selama menjalin 

kerjasama. Narasumber merasa mendapat pendampingan setiap saat, karena 



 

 

 

 

 

 

 

narasumber selalu berbincang-bincang atau berkonsultasi dengan pihak BTM. 

Menurut narasumber apabila berkonsultasi dengan BTM, BTM akan memberikan 

jawaban dengan nasehat-nasehat yang menurut narasumber tidak biasa atau tidak 

terpikirkan. Nasehat-nasehat tersebut selalu untuk pengembangan usaha 

kedepannya. 

4.2.3 Memilih Akad Kerjasama Pembiayaan Musyarakah 

 
Yang membuat Ketujuh Narasumber melakukan Kerjasama dengan BTM dengan 

memilih pembiayaan Musyarakah daripada dengan pembiayaan lainnya antara lain sebagai 

berikut : 

Table 4.2.3 Memilih Akad Kerjasama Pembiayaan Musyarakah 

Mengapa lebih memilih menggunakan akad kerjasama pembiayaan musyarakah 

sebagai sumber modal untuk mengembangkan usaha? 

Semua narasumber Kerjasama dengan adanya sharing modal 

 
 

Memilih menggunakan akad pembiayaan musyarakah menjadi pilihan dari 

ketujuh narasumber, karena terdapat beberapa alasan yang menjadi pilihan tersebut. 

Alasan pertama yaitu narasumber bisa dengan sharing modal, karena narasumber tidak 

ingin melakukan kerjasama dengan meminjam modal berjumlah besar. Narasumber 

berpikir apabila dengan meminjam modal dengan jumlah besar akan menyulitkan 

pihak narasumber sendiri, kemudian akhirnya narasumber menginginkan peminjaman 

modal dengan jumlah sedikit, karena narasumber juga melakukan sharing dalam modal 

untuk usahanya. 



 

 

 

 

 

 

 

Setiap nasabah yang melakukan kerjasama pembiayaan usaha dengan pihak 

Lembaga baik di Lembaga konvensional maupun di Lembaga syariah membutuhkan 

modal usaha yang sesuai dengan kebutuhan dari nasabah itu sendiri. Contoh pada 

Lembaga Syariah, nasabah menginginkan kerjasama pembiayaan usaha yang sesuai 

kebutuhan nasabah dan kemudian kedua belah pihak akan mensepakati bersama secara 

sepakat. Begitu juga dengan ketujuh narasumber, dalam proses wawancara kepada 

ketujuh narasumber, jawaban atas terpilihnya kerjasama pembiayaan dengan 

menggunkan akad musyarakah adalah system sharing modal. Bagi ketujuh narasumber 

yang membutuhkan modal untuk usaha atau bisnisnya, dengan bantuan BTM tidak 

ingin terlalu banyak jumlah modal yang dikelaurkan pihak BTM, narasumber ingin 

sesuai dengan kebutuhannya dan juga ingin menambahkan modal dari diri narasumber 

juga dalam kegiatan kerjasama pembiayaan tersebut. Dengan kesepakatan kedua belah 

pihak, maka terpilih dengan pilihan akad musyarakah sebagai akad kerjasama 

pembiayaan usaha. 

4.2.4 Perkembangan bisnis dari Pembiayaan Musyarakah 

 
Setelah memilih pembiayaan musyarakah dengan kerjasama bersama BTM dalam 

suatu bisnis menggunakan pembiayaan Musyarakah, maka apakah bisnis atau usaha dari 

ketujuh Narasumber tersebut dapat berkembang antara lain : 

Table 4.2.4 Perkembangan Bisnis dari Pembiayaan Musyarakah 

Apakah dengan mengambil akad kerjasama Pembiayaan Musyarakah dari BTM 

Pemalang usaha menjadi berkembang ? 

Semua Narasumber Ya, karena terdapat pembinaan. 
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Pembinaan dari BTM kepada narasumber tersebut merupakan suatu kegiatan 

atau aktivitas BTM kepada setiap nasabahnya. Nasabah diarahkan dan diberi 

pembinaan sebelum atau sesudah melakukan kerjasama pembiayaan bersama BTM. 

BTM tidak hanya memberi pertolongan kepada nasabah berupa modal saja yang 

diberikan diawal, BTM juga memberikan pembinaan kepada nasabah selama dalam 

masih kerjasama. Narasumber membutuhkan pembinaan apabila narasumber 

mengalami penurunan pendapatan dalam usahanya, dan BTM selalu memberikan 

saran. 

Ketujuh narasumber adalah seorang yang sudah berumur dan merupakan orang 

awam yang tidak tahu lebih tentang ilmu ekonomi, dan juga kemungkinan hanya 

mengetahui tentang jumlah modal usaha saja. Dan ketujuh narasumber melakukan 

kerjasama dengan BTM tentu akan berurusan dengan ilmu ekonomi, padahal sebagai 

seorang usahawan juga harus terdapat pembentukan mental dan karakter bisnis yang 

memadai demi kemajuan usaha seiring dengan kemajuan zaman, meliputi 

pengetahuan, keterampilan, dan juga karakter usahawan. 

Untuk itu BTM sebagai Lembaga keuangan syariah juga menerapkan 

pembinaan atau pendampingan kepada narasumber sebelum dan setelah melakukan 

suatu kerjasama pembiayaan dan sampai akhir selesainya kerjasama kedua belah pihak. 

Apabila terjadi situasi yang sulit diselesaikan, narasumber bisa melakukan pembinaan 

atau konsultasi dengan BTM setiap saat, dan pihak BTM juga memberikan nasehat- 

nasehat yang kemungkinan bisa narasumber ambil untuk memecahkan masalah situasi 



 

 

 

 

 

 

 

sulit tersebut. Selama kerjasama pembiayaan tersebut, pihak BTM dan narasumber 

juga harus saling melakukan kejujuran sesuai dengan kesepakatan dan berpegang teguh 

dengan Allah SWT, agar kedua belah pihak juga menjalankan kerjasama dengan aman, 

dan saling percaya satu sama lain. Narasumber apabila setelah memperoleh kucuran 

modal dari hasil kerjasama pembiayaan, digunakan dengan sebaik-baiknya untuk 

kepentingan perkembangan usahanya. Dengan semua hal tersebut diatas, maka 

narasumber melakukan kerjasama dengan BTM dengan mengambil akad pembiayaan 

musyarakah untuk sebuah usaha bersama akan berkembang. 

4.2.5 Pemahaman Akad Pembiayaan Musyarakah 

 

Sebelum atau sesudah melakukan kerjasama pembiayaan dengan BTM dalam 

suatu usaha, maka ketujuh narasumber mengetahui atau memahami kontrak 

pembiayaan dalam kerjasama bisnis atau usaha tersebut, berikut antara lain : 

Table 4.2.5 Pemahaman Akad Pembiayaan Musyarakah 

Apakah Bapak/Ibu memahami kontrak pembiayaan musyarakah tersebut ? 

Semua Narasumber Ya, nasabah memahami kontrak pembiayaan 

musyarakah. 

 
 

Narasumber dan BTM adalah melakukan suatu kerjasama pembiayaan bersama 

dengan bentuk sharing modal sesuai kesepakatan dalam suatu bentuk usaha. 

Narasumber sebelum melakukan kesepakatan dalam kerjasama pembiayaan dengan 

BTM, narasumber merasa harus memahami bagaimana kerjasama pembiayaan tersebut 

dengan teliti. Narasumber menilai kesepakatan yang sepakat tersebut harus sesuai 



 

 

 

 

 

 

 

dengan yang ada pada dirinya sendiri, bersamaan dengan BTM, termasuk dalam 

memahami kontrak kerjasama kedua pihak. Agar nantinya tidak ada rasa saling 

ketidakpuasan dalam kesepakatan kerjasama tersebut. 

Kebanyakan pelaku usaha adalah orang yang sudah berumur dan kurang 

mengetahui adanya ilmu ekonomi tentang suatu kerjasama pembiayaan seperti ini. 

Hasil wawancara untuk ketujuh narasumber memperoleh hasil bahwa semua 

narasumber mengetahui kontrak kerjasama pembiayaan musyarakah. Karena 

narasumber apabila berminat melakukan kerjasama dengan BTM, maka BTM akan 

mendampingi narasumber dari sebelum narasumber memahami kontrak sampai 

narasumber paham kontrak pembiyaan akad musyarakah. 

Narasumber ingin melakukan kerjasama dalam pembiayaan bisnis yang sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhannya yaitu narasumber bisa sharing modal juga. Maka 

apabila narasumber berkeinginan hal tersebut, maka BTM menyarankan untuk 

melakukan kerjasama pembiayaan dengan akad musyarakah, yang mendefinisikan 

kerjasama dua pihak dengan sharing modal, kemudian melakukan kesepakatan 

bersama. Setelah melakukan kesepakatan yang akhirnya membuat narasumber 

memahami dari kontrak kerjasama pembiayan bisnis usaha. 

4.2.6 Peran Baitut Tamwil Muhammadiyah 

 

Perlu diketahui apa sajakah peran BTM yang melakukan kerjasama dengan 

narasumber terutama dari ketujuh narasumber tersebut antara lain : 
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Table 4.2.6 Peran Baitut Tamwil Muhammadiyah 

Selain sebagai penyedia modal, apa sajakah peran BTM ? 

Adakah pelatihan/pembinaan yang diberikan oleh BTM ? 

Semua Narasumber Ya, ada pembinaan dari BTM 

 
 

Pembinaan yang ada pada BTM dilakukan kepada setiap nasabah, begitu juga dengan 

narasumber. Narasumber menerima pelatihan/pembinaan dari BTM secara pribadi. 

Bentuk Pembinaan BTM kepada pelaku usaha mikro dilakukan setiap saat kapanpun 

dan dimanapun, antara lain. 

1. Pembinaan intelek, dimaksudkan bahwa BTM memberikan pembinaan sebelum 

dan berlangsungnya kerjasama pembiayaan dengan tercipta pemahaman kepada 

pelaku usaha mikro karena termasuk dalam golongan orang awam yang belum 

mengenal kerjasama pembiayaan syariah akad musyarakah. untuk itu, 

menggunakan mengintelektualisasi dalam menjalankan bisnis yang dihadapi. 

2. Pembinaan kerja, tujuan pembinaan BTM kepada pelaku usaha mikro dalam hal 

menghilangkan frustasi bagi pelaku usaha mikro yang mengalami masalah dalam 

bisnis, memberikan solusi berupa saran dan nasehat dari kendala yang dilalui oleh 

pelaku usaha mikro dalam bisnisnya. 

4.2.7 Pembinaan dari BTM 

 

Setelah mengetahui apa saja peran BTM yang diberikan kepada Nasabah 

terutama ketujuh narasumber tersebut, maka terdapat pertanyaan apakah pelatihan atau 

pembinaan dari BTM tersebut berdampak pada perluasan jaringan bisnis : 
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Table 4.2.7 Pelatihan atau Pembinaan dari BTM 

Apakah pelatihan/pembinaan tersebut dapat membantu memperluas 

jaringan bisnis? 

Semua Narasumber Ya, sangat membantu narasumber 

 
 

Pembinaan bersifat pribadi untuk masing-masing narasumber dikarenakan 

terdapat masalah pada bisnisnya yang berbeda-beda dan begitu pula berbeda-beda jenis 

usaha/bisnis. Narasumber yakin dengan pembinaan dari BTM akan berdampak pada 

usahanya yang semakin berkembang. Narasumber menganggap BTM seperti orang- 

orang yang berpengetahuan lebih atau jauh berpengalaman dari orang awan biasa untuk 

memberi pembinaan kepada narasumber. 

Pada bagian sebelumnya terdapat pembinaan kepada setiap nasabah bahkan 

kepada narasumber. Dan hal pembinaan tersebut apakah bisa mempengaruhi 

perkembangan bisnis atau usaha si narasumber. Dari hasil wawancara ketujuh 

narasumber, mendapat jawaban bahwa pembinaan tersebut sangat berpengaruh pada 

perkembangan usahanya. Karena setiap narasumber ingin mendapatkan nasehat- 

nasehat atau saran-saran dari BTM, baik untuk mengatasi masalah atau untuk usaha 

bisnis menjadi lebih berkembang, menurut ketujuh narasumber cenderung akan lebih 

terpacu untuk menyelesaikan masalah atau untuk memajukan bisnisnya, sehingga 

dengan pembinaan BTM bisa membantu memajukan atau memperluaskan usaha bisnis 

narasumber. Bentuk pembinaan antara lain pembinaan intelek dan pembinaa kerja. 



 

 

 

 

 

 

 

4.2.8 Keunggulan Akad Pembiayaan Musyarakah 

 

Berikut jawaban atas ketujuh Narasumber memilih akad pembiayaan 

musyarakah dengan kerjasama bersama BTM antara lain : 

Table 4.2.8 Keunggulan Akad Pembiayaan Musyarakah 

Keunggulan apakah yang dimiliki akad kerjasama pembiayaan musyarakah yang 

diberikan oleh BTM Pemalang sehingga membuat bapak /ibu menjadi tertarik ? 

Semua narasumber Sharing modal 

 
 

Semua narasumber yang bekerjasama dengan BTM menginginkan untuk tidak 

terlalu banyak dalam meminjam uang untuk modal usahanya. Maka dari itu, 

narasumber tertarik dengan pembiayaan musyarakah yang memiliki system tersebut 

(sharing modal). Karena narasumber berfikir dengan meminjam modal dengan jumlah 

yang terlalu banyak, narasumber akan mengalami kesulitan untuk membayar 

angsurannya. Jadi narasumber menginginkan untuk meminjam modal dengan jumlah 

yang tidak terlalu banyak, karena narasumber sendiri juga menginginkan 

mengeluarkan modal, maka terjadilah melakukan kerjasama dua pihak yaitu BTM dan 

Narasumber. 

4.2.9 Faktor Pendukung Kesuksesan Bisnis dari Akad Pembiayaan 

Musyarakah 

Faktor - faktor pendukung dalam kerjasama Pembiayaan bisnis atau usaha 

menggunakan Akad Musyarakah yang dialami dari ketujuh Narasumber bekerjasama 

bersama BTM antara lain : 
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Table 4.2.9 Faktor Pendukung Kesuksesan Bisnis dari Akad Pembiayaan Musyarakah 

Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung kesuksesan usaha melalui produk akad 

kerjasama pembiayaan musyarakah tersebut ? 

Semua Narasumber Kejujuran dan kepercayaan 

 
 

Menurut ketujuh narasumber mengatakan bahwa kejujuran menjadi kunci 

utamanya. Karena kedua belah pihak melakukan kerjasama dalam bisnis yang sudah 

disepakati menjadikan rasa kejujuran sangat penting. Narasumber merasa terbantu 

dengan adanya BTM yang membantu bisnisnya atau usahanya dalam bentuk finansial. 

Dengan terbantunya dari BTM, narasumber tergerak hatinya untuk berbuat kebaikan 

kembali yaitu menumbuhkan rasa kejujuran dalam bisnis termasuk dalam hal 

pendapatan. Narasumber tidak akan menyembunyikan/tertutup dalam pendapatan 

didalam bisnis. Narasumber melakukannya dengan terbuka seberapa besar jumlah dari 

pendapatan bisnis, maka akan terlihat hasil dari kerjasama kedua belah pihak. Dengan 

kedua belah pihak yang saling jujur dalam menjalin kerjasama, maka terciptanya 

kepercayaan antar kedua pihak juga, dengan begitu apabila narasumber akan 

melakukan kerjasama lagi dengan BTM, maka BTM akan melakukannya, begitu 

sebaliknya, dan bahkan BTM akan membantu bisnis narasumber untuk lebih 

berkembang lagi. 
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4.2.10 Kemajuan Bisnis Narasumber 

 

Setelah melakukan kerjasama dengan BTM dengan segala kesepakatan yang 

telah disepakati bersama diantara kedua belah pihak, maka hasilyang didapat oleh 

Ketujuh Narasumber antara lain : 

Table 4.2.10 Kemajuan Bisnis Narasumber 

Bagaimana kemajuan usaha bapak/ibu, apakah menjadi lebih baik atau merosot ? 

Semua Narasumber Ya, usahanya menjadi lebih baik 

 

Semua nasabah yakin selama kerjasama pembiayaan musyarakah dengan BTM 

memberikan perkembangan atau kemajuan dari usaha mikro/bisnisnya. Disamping 

adanya kerjasama dalam pembiayaan untuk suatu bisnis, terdapat pembinaan atau 

pendampingan dari BTM untuk membantu narasumber dalam menyelesaikan masalah 

yang ada usaha/bisnisnya. 

Semua narasumber ini melakukan kerjasama pembiayaan dengan akad 

musyarakah berhasil bisa memajukan bisnis. Semua narasumber meyakini bahwa 

setelah melakukan kerjasama pembiayaan ini asset narasumber semakin bertambah, 

walaupun narasumber mamiliki utang semakin banyak dalam kerjasama ini. Selain 

asset, semua narasumber setiap bulan mendapatkan keuntungan laba yang lumayan 

cukup, sehingga narasumber bisa mencapai target dari awal kerjasama dan bisa 

berkesempatan bisa melakukan kerjasama lagi untuk waktu lama. 
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4.2.11 Perbandingan Sebelum atau Sesudah Menggunakan Akad Musyarakah 

 

Pendapat ketujuh Narasumber sebelum dan sesudah menggunakan akad 

pembiayaan musyarakah dengan kerjasama bersama BTM. Apakah perandingan yang 

dirasakan ketujuh Narasumber sebagai berikut : 

Table 4.2.11 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Menggunakan Akad Musyarakah 

Bagaimana perbandingan usaha bapak/ibu dari sebelum dan sesudah menggunakan 

pembiayaan Musyarakah tersebut ? 

Narasumber 1 & 2 Sebelum menggunakan pembiayaan tersebut terdapat 

masalah ekonomi dan terdapat hambatan dari usahanya, 

dan setelah menggunakan pembiayaan tersebut 

usaha/bisnis kedua narasumber menjadi lancar dan 

lebih baik. 

Narasumber 3, 4, 5, & 6. Sebelum : Narasumber mengalami kegagalan panen 

Setelah : Terpenuhi modal dari bisnis & bisnis menjadi 

lancar. 

Narasumber 7 Sebelum : Narasumber mengalami penundaan 

pembayaran dari hasil penjualan. 

Setelah : Terpenuhinya modal bisnis untuk 

menjalankan bisnis selanjutnya. 

 

 
Narasumber 1 & 2 menjelaskan bahwa mengalami masalah ekonomi di 

keluarganya dan mendapatkan hambatan dalam usahanya karena kurangnya modal 

usaha sebelum menjalin kerjasama dengan BTM. Setelah menjalin kerjasama dengan 

BTM, mereka sangat bersyukur karena BTM sepakat melakukan kerjasama sehingga 

narasumber merasa terbantu untuk menjalankan usahanya kembali. 
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Kemudian dilihat dari narasumber 3, 4, 5, & 6, mereka mengalami kegagalan 

panen dimasing-masing usaha bisnis. Kegagalan tersebut membuat mereka sulit 

menjalankan bisnis mendatang, dikarenakan modal yang tidak cukup Kembali untuk 

bisa membeli bibit atau panen selanjutnya. Disamping itu, para petani dan para pelaku 

bisnis perikanan tambak, mereka juga memikirkan untuk kehidupan sehari-harinya 

selama panen tiba. Oleh karena itu, mereka kesusahan dalam melanjutkan bisnis 

mereka selanjutnya. Keempat narasumber akhirnya melakukan kerjasama dengan 

BTM dengan pembiayaan musyarakah. Mereka bersyukur bisa bekerjasama dengan 

BTM dengan terpenuhinya modal sehingga bisa melanjutkan usahanya untuk menjadi 

lebih baik dan berkembang seperti sekarang. 

Terakhir, narasumber 7 menjelaskan bahwa sebelumnya narasumber tersebut 

terdapat masalah dalam usahanya yaitu nerasumber harus mengalami penundaan 

pembayaran dari hasil penjualan barangnya. Narasumber bingung harus bagaimana 

harus melanjutkan usaha sedangkan modal usahanya tidak cukup. Narasumber 

akhirnya mendapat solusi yaitu dengan kerjasama dengan BTM untuk bisa memenuhi 

modal usahanya. Setelah melakukan kerjasama dengan berbagai kesepakatan, 

narasumber akhirnya sepakat kerjasama dengan BTM. Narasumber berharap untuk 

usahanya berjalan dengan lancar dengan tekadnya yang kuat sehingga menjadi 

sekarang dengan adanya berkat BTM. 
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4.3 Model Kerangka Teoritikal Penelitian 
 

Gambar 4.3 Model Pembiayaan Musyarakah untuk Pemberdayaan Usaha Mikro 

(Studi pada Baitul Tamwil Muhammadiyah Pemalang) 
 

 



 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 

Dari hasil penelian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan akad 

musyarakah dapat mensukseskan usaha mikro, dengan bertambahnya asset, terjalin 

persaudaraan yang erat kedua pihak, dan terciptanya kedekatan kepada Allah SWT, 

serta terdapat faktor pendukung untuk mensukseskan usaha mikro yaitu pembinaan 

yang dilakukan setiap saat dari BTM, dan kerja keras serta doa pelaku usaha mikro 

kepada Allah SWT. 

5.1 Saran 

 

Dari hasil penelitian ini terdapat saran untuk dapat mensukseskan atau 

mengembangkan bisnis usaha dalam melakukan kerjasama pembiayaan akad 

Musyarakah : 

1. Bagi Pihak BTM 

 

Berdasarkan pengamatan pada wawancara dengan para narasumber, BTM 

harus melakukan program pembinaan terjadwal untuk semua nasabah, agar 

setelah nasabah melakukan kerjasama bisnis bisa lebih mengembangkan 

bisnisnya. 
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2. Bagi Pelaku bisnis 

 

Kerjasama pembiayaan usaha dengan menggunakan akad berbasis syariah 

bebas riba dapat mensukseskan bisnis usaha, maka dari itu para pelaku usaha 

bisa lebih memilih Lembaga keuangan Syariah seperti BTM yang lebih tepat 

demi ketaatan manusia kepada Allah SWT. 

5.2 Keterbatasan dan Agenda Penelitian Mendatang 

 

Penelitian ini menghasilkan teoritikan dari model kesuksesan kerjasama 

pembiayaan syariah akad musyarakah. Hanya sedikit pihak yang menkaji tema 

penelitian ini terutama objek dari Baitul Tamwil Muhammadiyah. Sehingga untuk 

penelitian mendatang dapat dilakukan lebih sempurna dengan memperbaiki 

keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, antara lain : 

1. Dalam penelitian ini terdapat objek penelitian yaitu usaha mikro yang hanya 

menggunakan pelaku usaha mikro yang sukses. Untuk itu, untuk penelitian 

selanjunya bisa mengambil usaha mikro dari pelaku usaha mikro yang kurang 

sukses atau gagal, sehingga akan menghasilkan penelitian yang lebih perfect. 

2. Penelitian ini dilakukan pada para pelaku bisnis yang masih kecil dan dilakukan 

dalam satu daerah, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat mengambil 

pelaku bisnis yang cukup besar dan meliputi berbagai daerah agar hasil dari 

penelitian yang lebih sempurna. 
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3. Banyak aspek lain yang belum di eksplorasi pada penelitian ini, seperti aspek 

managemen keuangan dari nasabah. Sehingga untuk penelitian selanjutnya bisa 

menambahkan aspek tersebut. 
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Lampiran 1 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

I. Identitas Narasumber 

Nama : 

Jenis Usaha : 

 

Usia Usaha : 

 

Lokasi Usaha : 

 

II. Pertanyaan tentang usaha 

 

1. Apa yang menjadi daya tarik kerjasama akad pembiayaan musyarakah di 

BTM Pemalang ? 

2. Apa sajakah keuntungan yang diperoleh setelah memilih BTM sebagai 

Lembaga Partner bisnis ? 

a. Apakah bapak/ibu mendapatkan mendapatkan manfaat dengan akad 

kerjasama pembiayaan musyarakah tersebut ? 

3. Mengapa lebih memilih menggunakan akad kerjasama pembiayaan 

musyarakah sebagai sumber modal untuk mengembangkan usaha? 

4. Apakah dengan mengambil akad kerjasama Pembiayaan Musyarakah dari 

BTM Pemalang usaha menjadi berkembang ? 

5. Apakah Bapak/Ibu memahami kontrak pembiayaan musyarakah tersebut ? 

 

6. Selain sebagai penyedia modal, apa sajakah peran BTM ? 

 

a. Adakah pelatihan/pembinaan yang diberikan oleh BTM ? 
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7. Apakah pelatihan/pembinaan tersebut dapat membantu memperluas jaringan 

bisnis? 

8. Keunggulan apakah yang dimiliki akad kerjasama pembiayaan musyarakah 

yang diberikan oleh BTM Pemalang sehingga membuat bapak /ibu menjadi 

tertarik ? 

9. Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung kesuksesan usaha melalui produk 

akad kerjasama pembiayaan musyarakah tersebut ? 

10. Bagaimana kemajuan usaha bapak/ibu, apakah menjadi lebih baik 

ataumerosot ? 

11. Bagaimana perbandingan usaha bapak/ibu dari sebelum dan 

sesudahmenggunakan pembiayaan musyarakah tersebut ? 


